BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang tidak dapat dihindari oleh
manusia mengingat manusia sebagai makhluk sosial yang pada dirinya terdapat
dorongan dan kebutuhan untuk berinteraksi dengan manusia lainnya guna memenubhi
kebuuhan hidupnya, salah satunya yaitu dengan melakukan transaksi ekonomi.
Transaksi ekonomi dijalankan berdasarkan lingkungan dan system yang berlaku di
masyarakat tertentu. Akhir-akhir ini system perekonomian yang berbasis pada aturan
Islam (syariah) mulai berkembang dikarenakan ketangguhan sistem perekonomian
tersebut dalam menghadapai goncangan ekonomi makro.

Sistem ekonomi yang berdasarkan syariah telah banyak diterapkan oleh
lembaga keuangan syariah di Indonesia. Lembaga keuangan syariah merupakan
lembaga keuangan yang menerapkan nilai-nilai yang didasarkan pada aturan-aturan
dalam Islam. Lembaga keuangan syariah yang mengalami pertumbuhan yang sangat
pesat yaitu perbankan syariah. Hal ini ditandai oleh banyaknya bank konvensional
yang telah memperoleh ijin dari Bank Indonesia untuk membuka Unit Usaha
Syariah(UUS). Pada praktiknya, bank berdasarkan prinsip syariah tidak
menggunakan sistem bunga dalam menentukan imbalan atas dana yang digunakan
atau dititipkan oleh suatu pihak. Penentuan imbalan terhadap dana yang dipinjam
maupun dana yang disimpan di bank di dasarkan pada prinsip bagi hasil sesuai
dengan hukum Islam (Susilo et al., 2000:110).

Seiring perkembangan perbankan syariah, berkembang pula produk-produk
perbankan berbasis syariah di Indonesia. Kebutuhan masyarakat yang semakin
bervariasi menyebabkan munculnya produk-produk pembiayaan baru dari bank
syariah, salah satunya yaitu pembiayaan multijasa. Pembiayaan multijasa merupakan
pembiayaan yang disediakan untuk masyarakat yang tidak memiliki atau kekurangan

dana untuk memenuhi kebutuhan berupa jasa, seperti pembiayaan untuk sekolah,



kesehatan, usaha, pernikahan, dan sebagainya. Pendapatan yang diperoleh atas
pembiayaan multijasa tidak terdapat unsur bunga melainkan memperoleh imbalan
berupa fee sesuai dengan kesepakatan awal yang dinyatakan dalam bentuk nominal
bukan presentase, serta besarnya bersifat fleksibel untuk dilakukan negosiasi dalam
batas wajar (Sumitro, 2004:19). Perbankan syariah juga menerapakan pembiayaan
dengan barang jaminan untuk pinjaman dalam jumlah yang besar. Hal ini bertujuan
untuk meminimalisir risiko gagal bayar dari nasabah.

Akad yang dapat diterapkan dalam pembiayaan multijasa yaitu akad ijarah
dan akad kafalah. Sehubungan dengan hal tersebut, MUI (Majelis Ulama Indonesia)
meluncurkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.44/DSN-MUI/VI111/2004
tentang Pembiayaan Multijasa yang juga berlandaskan pada fatwa No0.09/DSN-
MUI/V1/2000 tentang Pembiayaan ljarah dan fatwa No.11/DSN-MUI/IV/2000
tentang Kafalah. Fatwa DSN tersebut dijadikan sebagai landasan dan acuan dasar
dalam kegiatan operasional pembiayaan multijasa. Penerapan fatwa DSN pada bank
syariah ini akan menambah tingkat kepercayaan masyarakat mengenai akurasi
transaksi pembiayaan multijasa yang sesuai dengan syariah dan mereka akan meraa
terjamin dari tranaksi yang dapat merugikan berbagai pihak serta mendatngkan
kemadharatan.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Antula (2014) menyatakan bahwa akad
ijarah pada pembiayaan lanjut studi belum sesuai Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-
MUI/VI1I/2004 tentang pembiayaan multijasa, karena masih diikuti oleh akad
wakalah, ini dikarenakan pihak bank ingin mempermudah pihak nasabah. Sehingga
dalam penelitian ini lebih difokuskan pada ijarah dengan kafalah.

Sistem ekonomi yang berbasis syariah juga mengharuskan adanya sebuah
pencatatan akuntansi untuk menghindari terjadinya manipulasi data atau penipuan
transaksi, serta menjaga terciptanya keadilan dan kebenaran dalam masyarakat karena
akuntansi memelihara catatan sebagai accountability dan menjamin akurasinya
(Harahap, 2001:121). Oleh karena itu, pembiayaan multijasa membutuhkan kerangka

akuntansi yang dapat menghasilkan pengukuran, pengakuan, dan pelaporan yang



tepat dan sesuai sehingga laporan keuanagan yang disajikan oleh bank syariah dapat
diandalkan, dapat dibandingkan, serta tidak mengecoh pengguna laporan keuangan
(stakeholder). Perlakuan akuntansi mengenai pembiayaan multijasa berpedoman pada
PSAK 107 tentang akuntansi ljarah jika akad digunakan akad ijarah, dan PSAk 59
tentang Akuntansi perbankan Syariah paragraph 151 jika bank syariah meggunakan
akad kafalah. Ramadhan dan Isfandayani (2012) mengemukakan bahwa pengguna
PSAK tersebut dalam pembiayaan multijasa dikarenakan tidak adanya PSAK khusus
yang mengatur tentang akuntansi multijasa.

Berdasarkan PSAK 107 dan PSAK 59, bank syariah dalam penerapan dan
perlakuan akuntansinya harus berdasarkan prinsip syariah. PSAK 107 yang mengatur
tentang pengakuan dan pengukuran transaksi ijarah dan PSAK 59 paragraf 151 yang
menjelaskan pengakuan dan pengukuran transaksi kafalah harus dijadikan acuan
dalam praktek akuntansi bank syariah di Indonesia termasuk dalam transaksi
pembiayaan multijasa, sehingga dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan
juga mengacu pada pedoman akuntansi yang mengandung nilai syariah tersebut.
Karena kunci kesuksesan bank syariah tidak hanya ditentukan oleh tingkat
kepercayaan publik terhadap keseuaian operasional bank dengan sistem syariah,
namun juga pada kekuatan finansial bank syariah yang berkualitas.

Realitanya, masih terdapat lembaga keuangan syariah termasuk bank syariah
yang dalam kegiatan operasionalnya kurang sesuai dengan fatwa DSN dan perlakuan
akuntansinya belum sesuai dengan PSAK. Hal ini dibuktikan oleh Sutriyah (2013)
yang melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Akad Al Ijarah pada Produk
Pembiayaan Multijasa di BMT Al Hikmah Kantor Cabang Babadan-Unggaran’. Hasil
dari penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan akad ijarah pada pembiayaan
multijasa di BMT Al Hikmah tidak sesuai dengan fatwa DSN No. 09/DSN-
MUI/IV/2000, karena pembiayaan ijarah tidak menggunakan prinsip sewa/ujrah
melainkan dengan prinsip bagi hasil. Selain itu, Azizah (2014) melakukan penelitian
dengan judul “Analisis Penerapan Akuntansi Produk Pembiayaan Ijarah Multijasa

Pada PT. BPRS Asri Madani Nusantara’’ yang menyimpulkan bahwa pengakuan



pembiayaan ijarah multijasa pada PT. BPRS Asri Madani Nusantara belum sesuai
dengan PSAK 107 tentang akuntansi ijarah, karena PT BPRS Asri Madani Nusantara
menggunakan sistem murabahah yang seharusnya menggunakan sistem ijarah, serta
dalam pencatatannya menggunakan pencatatan cash basis.

Berdasrkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian
dengan judul : Penerapan PSAK 107 Atas Pembiayaan MUultiguna iB hasanah
Di Bank BNI Syariah KC Jember.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasrkan latar belakang yang dipaparkan diatas, rumusan dalam penelitian
ini adalah sebagai berikut.

a. Bagaimana implementasi pembiayaan multijasa pada PT Bank BNI Syariah KC
Jember dan kesesuainnya berdasrkan fatwa DSN No0.44/DSN-MUI/VI111/2004
tentang pembiayaan multijasa dan No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan
ljarah?

b. Bagaimana perlakuan akuntansi atas pembiayaan multijasa yang diterapkan Bank
BNI Syariah KC Jember dan kesesuainnya berdasarkan PSAK 107 tentang

akuntansi ljarah?

1.3 Tujuan dan Manfaat

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan, maka tujuan yang ingin
didapat dalam penelitian ini yaitu:

a. Mengetahui serta memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai
implementasi pembiayaan multijasa di Bank BNI Syariah KC Jember, dan
kesesuainnya terhadap fatwa DSN No0.44/DSN-MUI/V11/2004 tentang pembiayaan
multijasa dan No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ljarah;



b.

Mengetahui serta memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai perlakuan

atas akuntansi pembiayaan multijasa yang diterapkan oleh Bank BNI Syariah KC

jember, dan kesesuainnya terhadap PSAK 107 tentang akuntansi ijarah

Hasil penelitian ini diharapakan dapat memberi manfaat bagi beberapa pihak,

antara lain sebagai berikut.

a.

Bagi peneliti

Penelitian ini diharapakan dapat menambah pengetahuan tentang implementasi
pembiayaan multijasa dan proses pencatatan akuntansinya, serta untuk
membandingkan pengetahuan yang telah diperolen melalui teori dengan
bagaimana kondisi sebenarnya yang terjadi pada Bank BNI Syariah.

Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan
keputusan untuk melakukan perbaikan apabila terdapat kekurangan dalam
pengimplementasikan dan penerapan akuntansi pembiayaan multijasa.

Bagi masyarkat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai implementasi
ataupun operasional pembiayaan multijasa pada Bank BNI Syariah KC Jember,
sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam pengajuan pembiayaan multijasa.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjaun Umum Bank Syariah

2.1.1  Pengertian Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang melakasanakan kegiatan usaha berdasarkan
prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian (akad) berdasarkan hukum islam antara bank
dan pihak lain (nasabah) untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan
usaha,atau kegiatan lainnya yang dinyatkan sesuai dengan syariah (Rivai et al.,
2007:733). Selain itu, dijelaskan pula bank syariah merupakan lembaga intermediasi
dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai islam,
khususnya ysng bebas dari bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulatif yang non
produktif seperti penjudian (maysir), bebas dari hal hal yang tidak jelas dan
meragukan (gharar), berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang
halal. Oleh sebab itu, bank syariah sering disebut sebagai bank tanpa bunga.
Sedangkan menenurut UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank
syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasrakan prinsip
syariah, dan prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan
berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam

penetapan fatwa di bidang syariah.

2.1.2  Tujuan Bank Syariah
Sumitro (2004:17-18) mengemukakan tujuan umum dari pendirian bank-
bank syariah adalah sebagai beikut.

a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara islam khususnya
muamalah yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-
praktek riba atau jenis usaha lain yang mengandung unsur gharar (tipuan), dimana
jenis-jenis usaha tersebut selain dikarang dalam islam juga membutuhkan dampak

negative terhadap kehidupan ekonomi umat.



b. Menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi denganjalan meratakan pendapatan
melalui kegiatan investasi agar tidak terjadi kesenjangfan yang amat besara antara
pemilik modal dengan pihak yang membuthkan modal atau dana.

c. Meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang usaha yang
lebih besar terutama kepada kelompok miskin yanh diarahkan kepada kegiatan
usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian berusaha (berwirausaha).

d. Membantu menanggulangi (mengentaskan) garis kemiskinan, yang pada
umunyamerupakan program utama dari negara-negara yag sedang berkembang.
Upaya bank syariah dalam mengentaskan kemuskinan ini berupa pembinaan
nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap
seperti program pembinaan penhusaha produsen, pembinaan pedagang perantara,
program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja dan progam
pengembangan usaha bersama.

e. Menjaga kestabilan ekonomi dan moneter pemerintah. Dengan aktivitas-aktivitas
bank syariah yang diharapakan mampu menghindarkan inflasi akibat penerapan
sistem bunga, menghindarkan persaingan yang tidak sehat anatara lembaga
keuangan, khususnya bank dan menanggulangi kemadirian lembaga keuangan.,
khususnya bank dari pengaruh gejolak moneter baik dari dalam maupun luar
negeri.

f. Menyelamatkan ketergantungan umat islam terhadap bank non-Islam yang
menyebabkan mat islam berada dibawah kekuasaan bank, sehingga umat islam
tidak bisa melaksanakan ajaran agamanya secar penuh terutama di bidang kegitan

bisnis dan perekonimiannya.

2.1.3  Karakteristik Bank Syariah
Bank syariah memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan bank
konvensional. Beberapa karakteristik yang dimiliki bank syariah ini bersifat universal

dan kumulatif, artinya apabila bank syariah tidak memiliki beberapa karakteristik ini,



maka bank tersebut akan kehilangan identitasnya sebagai syariah. Karakteristik-
karakteristik bank syariah adalah sebagai berikut. (Sumitro, 2004:19-22).

a.

Beban biaya disepakati bersama pada waktu akad dan diwujudkan dalam bentuk
nominal, yang, besarnya tidak kaku serta fleksibel untuk dilakukan tawar-menawar
dalam batas wajar. Beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu
sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak.

Penggunaan presentase dalam hal kewajiban untuk pembayaran selalu dihindari
karena presentase bersifat melekat pada sisa hutang meskipun batas waktu
perjanjian berakhir. Sistem prosentase memungkinkan beban bunga semakin
tinggi. Jika nasabah tidak mampu membayar pinjamnya, beban bunga akan
menjadi berlipat ganda yang pada akhirnya jumlah bunga jauh lebih besar dari
jumlah pokok pinjaman. Hal ini akan lebih memberatkan nasabah.

Dalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, bank syariah tidak menerapkan
perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti, (fixed return) yang ditetapkan di
muka, karena pada hakikatnya yang mengetahui tentang untung ruginya suatu
priyek yang dibiayai bank hanyalah Allah semata. Penetapan keuntungan di muka
hanya diterapkan pada jenis kontrak jual beli dan sewa (ijarah), karena
kemungkinan rugi atas kontrak tersebut sangat kecil.

Penyerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito dan tabungan oleh penyimpan
dianggap sebagai titipan (al-wadilah) sedangkan bagi bank dianggap sebagai
titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana pada proyek-proyek yang
dibiayai bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah sehingga pada
penyimpanan tidak dijanjikan imbalan yang pasti.

Bank syariah tidak menerapkan jual-beli atau sewa-menyewa uang dari mata uang
yang sama, misalnya rupiah dengan rupiah atau dolar dengan dolar, yang dari
transaksi itu dapat menghasilkan keuntungan.

Adanya pos pendapatan berupa “Rekening Pendapatan Non Halal” sebagai dari
transaksi dengan bank konvensional. Pendapatan tersebut biasanya digunakan

untuk kepentingan kaum muslim yang bersifat sosial.



g. Adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas untuk mengawasi
operasionalisai bank dari sudut syariahnya. Selain itu, manajer dan pimpinan bank
syariah harus menguasai dasar-dasar muamalah.

h. Produk bank syariah selalu menggunakan sebutan yang berasal dari istilah arab,
misalnya al-mudharabhah, al-murabahah, al-ijarah, al-gardhul hasan, dan
sebagainya yang tercantum dalam kitab-kitab figih islam.

i. Adanya produk khusus yang tidak terdapat dalam bank konvensioanl, yaitu
pembiayaan kredit namun nasabah tidak ada kewajiban untuk mengembalikannya.
Produk ini diperuntukan khusus untuk orang miskin atau sangat membutuhkan
dana kegiatan-kegiatan sosial kegamaan.

J. Fungsi kelembagaan bank syariah adalah selalu menjembatani antara pihak
pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan modal atau dana. Selain itu, bank
syariah juga mempunyai fungsi khusus yaitu fungsi amanah, artinya berkewajiban
menjaga waktu apabila dan diambil pemiliknya.

2.2 Tinjauan Umum Pembiayaan Multijasa

2.2.1  Pengertian Pembiayaan Multijasa

Pembiayaan selalu berkaitan dengan akivitas bisnis, riavai dan arifin
(2010:681) mengemukakan, “pembiayaan atau financing yaitu pendanaan yang
diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah
direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga”. Hal ini mengindikasikan
bahwa pada dasarnya lembaga keunagan memberikan pembiayaan kepada
masyarakat atau nasabah agar dikelola dengan baik sehingga dapat meningkatkan
produktivitas serta tingkat prekonomian masyarakat itu sendiri.

Dana pembiayaan yang diberikan oleh lembaga pembiayaan harus
digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang
jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak (Rivai dan Vieithal, 2008:3).
Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah khususnya perbankan syariah
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mengeluarkan beberapa produk pembiayaan yang berbasis syariah yaitu berdasarkan
prinsip bagi hasil (mydharabhah dan musyarkah), prinsip jual beli (murabahah,
istishna, dan salam), serta prinsip sewa (ijarah) yang ditujukan pada masyarkat
sekitar khususnya umat muslim.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No0.44/DSN-MUI/VI1/2004 menjelaskan
bahwa pembiayaan multijasa merupakan pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga
Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa,
misalnya jasa pendidikan, kesehatan, kepariwisataan, pergi haji atau umroh, serta
jasa lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum islam. Transaksi pembiayaan
multijasa ini memberikan pendapatan atau imbalan jasa (ujrah) bagi bank syariah
yang telah ditetapkan dimuka berdasrkan kesepakatan kedua belah pihak. Nilai ujrah
tersebut harus dinyatakan dengan jelas dan tiak ditentukan berdasrkan presentase
melainkan dalam bentuk nominal sehingga dalam kegiatan ini tidak mengandung

unsur riba.

2.2.2  Landasan Hukum Pembiayaan Multijasa
Dasar pembiayaan multijasa terdapat dalam al-Qur’an, Al-Hadist, kaidah
figh, dan pendapat para ulama:
a. Firman Allah SWT, antara lain:
1. QS. Al-Ma’idah (5) ayat 2:
“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa,
dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”
2. QS. Al-Ma’idah (5) ayat 1:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah agad-aqad itu....... ”?

3. QS Al-israa’ (17) ayat 34:
....... Dan penuhilah janji: Sesungguhnya janji itu pasti diminta

pertanggungjawabannya.”
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Hadist-hadist Nabi Muhammad saw, antara lain:

1.

Hadist Nabi saw Tirmidzi dari Amr bin Auf al-Muzani;

“Perjanjian boleh dilakukan diantara kaum mislim kecuali perjanjian yang
mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum
muslimin terkait dengan dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat-syarat
yang mengharankan y6ang halal atau menghalalkan yang haram .”

Hadist riwayat abdr-Razzaq dari abu Hurairah dan Abu sa’id al-Khudri, Nabi
saw’ bersabda:

“Barang siapa memperkerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.’

Sabda Rasulullah SAW:

“Allah meniolong hamba selama hamba menolong saudaranya.”

Kaidah figh, antara lain:

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang

mengharamkannya.”

“Bahaya (beban berat) harus dihilangkan.”

Pendapat para ulama, antara lain:
1. Kitab Mughni al-Muhtajj, jilid I1: 201-202:

(Hal yang dijamin) yaitu utang disyaratkan harus berupa hak yang bersifat fix
pada saat akad. Oleh karena itu tidak sah menjamin utang yang belum
menjadi  kewajiban...(Qaul qadim Imam al-Syafi’l menyatakan sah
penjaminan terhadap utang yang akan menjadi kewajiban), seperti harga
barang yang akan dijual atau sesuatu yang akan di utangkan. Hal itu karena
hajat kebutuhan orang terkadang mendorong adanya penjaminan tersebut.”
Kitab al-Muhadzdzab, juz | Kitab-ljarah,394:

“Boleh melakukan akad ijarah (sewa menyewa) atas manfaat yang
dibolehkan... karena keperluan terhadap manfaat sama dengan keperluan
terhadap benda. Oleh karena akad jual beli atas benda dibolehkan maka

sudah seharusnya boleh pula akad ijarah atas manfaat.”
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e. Fatwa Dewan Syariah Nasional Indonesia

1. Bahwa salah satu bentuk pelayanan jasa keuangan yang menjadi kebutuhan
masyarakat adalah pembiayaan multijasa, yaitu pembiayaan yang diberikan
oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh
manfaat atas suatu jasa.

2. Bahwa LKS perlu merespon kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan
jasa tersebut.

3. Bahwa agar pelaksanaan transaksi tersebut sesuai dengan prinsip syariah.
Dewan Syariah Nasional MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang
pembiayaan multijasa untuk dijadikan pedoman

f. Landasan Yuridis

Landasan hukum perbankan yang mengatur tentang kegiatan bank yang

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran:

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1992 tentang perbankan
sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No. 10 tahun1998

2. Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tentang Bank Indonesia
sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No. 3 tahun 2004.

2.3 Konsep Dasar Transaksi ljarah

2.3.1  Pengertian ljarah

Transaksi pembiayaan multijasa pada bank BRI Syariah menggunakan akad
ijarah multijasa. Menurut bahasa, al-ijarah berasal dari kata al ajru yang berarti al
iwadhu (ganti). Sedangkan dalam arti luas, ijarah adalah akad pemindahan hak guna
atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan
poemindahan kepemilikan (ownership/milikiyyah) atas barang itu sendiri
(Muhamad,2010:319). Dengan demikian dapat dikatan bahwa ijarah merupakan

kesepakatan antara dua pihak untuk melakukan transaksi sewa menyewa, dimana
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dalam kegiatan tersebut terdapat barang atau jasa yang menjadi objek sewa, dan
pemberi sewa mendapatkan imbalan atau ujrah berupa upah sewa

Salaman (2012:270) mengemukakan bahwa pemberian upah sewa kepada
pemberi sewa dalam transaksi ijarah dapat dibayar dimuka, ditangguhkan atau
diangsur sesuai perjanjian atau kesepakatan pemberi sewa pada penyewa. Jika
penyewa memberi uang muka untuk memperoleh manfaat atas barang atau jasa yang
disewa dan kemudian penyewa membatalkan akad, maka uang muka tersebut menjadi
hak pemberi sewa. Jika pada saat akad telah dicapai kesepakatan bahwa penyewa
ingin membayar sewa secara angsuran namun penyewa lalai dalam memenuhi
kewajibannya yang disebabkan oleh penundaan pembayaran sewa, maka penyewa

dapat dikenakan denda yang akan digunakan sebagai dana kebajikan.

2.3.2  Jenis ljarah
Objek sewa dapat dinikmati oleh nasabah dalam transaksi pembiayaan ijarah
terdiri dari atas dua jenis yaitu manfaat jasa dan manfaat barang, berikut dua

jenisijarah berdasarkan objeknya. (rivai et al., 2013:433-434)

a. ljarah berupa jasa, yaitu menggunakan jasa seseorang berdasarkan upah yang
diberikan kepada orang tersebut sebagai imbalan atas jasa yang disewakan. Orang
yang memberikan sewa jasa disebut ajir, ia dapat berprofesi sebagai guru, dokter,
pengacara, buruh, atau orang lain yang dapat memberikan jasa yang berharga.
Sedangkan orang menyewa jasa dan memperoleh manfaat atas jasa tersebut
disebut musta jir, sementara upah yang dibayarkan kepada ajir disebut ujrah.

b. ljarah berupa barang, yaitu memindahkan hak untuk menikmati hasil dari barang
berups aset dan properti tertentu kepada orang lain dan tidak terkait dengan jasa
yang diberikan. Pemilik barang disebut mu’jir, penyewa disebut musta jir,

sedangkan biaya sewa disebut ujrah.
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2.3.3  Risiko Transaksi ljarah
Selain bank syariah memperoleh manfaat atas transaksi ijarah yang berupa
keuntungan sewa dan kembalinya uang pokok, tidak menutup kemungkinan bank
juga memperoleh risiko akibat terjadinya transaksi ijarah tersebut. Risiko yang
mungkin terjadi dalam transaksi ijarah antara lain sebagai berikut. (Antonio,
2001:119)
a. Default; nasabah tidak membayar cicilan dengan sengaja.
b. Rusak; aset ijarah rusak sehingga menyebabkan biaya pemeliharaan bertambah,
oleh bank.
c. Berhenti; nasabah berhenti ditengah kontrak dan tidak mau membeli atau
menyewa aset tersebut. Akibatnya, bank harus menghituing kembali keuntungan

dan mengembalikan sebagian kepada nasabah.

2.3.4  Pembatalan dan Berkhirnya ljarah
Akad ijarah boleh dibatalkan sepihak jika terdapat alasan yang kuat atas
pembatalan tersebut. Akad ijarah dapat berakhir dengan sebab-sebab sebagai berikut.

(Salman, 2012:276)

a. Periode akad telah akhir sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak, namun kontrak
masih dapat berlaku dengan beberapa alasan, misalnya keterlambatan masa panen
apabila menyewakan lahan pertanian, maka dimungkinkan berakhirnya akad
setelah panen selesai.

b. Periode akad belum selesai tetapi pemberi sewa dan penyewa sepakat
menghentikan akad ijarah.

c. Terjadi kerusakan aset sehingga penyewa tidak dapat menerima manfaat atas aset
tersebut.

d. Penyewa tidak dapat membayar sewa, misalnya penyewa mengalami musibah
(force majeur) yang menyebabkan ia tidak mampu untuk melunasi kewajibannya

dalam membayar sewa.
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e. Salah satu pihak meninggal dan ahli waris tidak berkeinginan untuk meneruskan
akad karena memberatkannya

2.3.5  Skema Transaksi ijarah

Seracara umum aplikasi transaksi ijarah pada bank syariah dapat
digambarkan dalam skema dibawah ini; Antonio, 2001:119)

d.ljarah

c.Akad
ljarah

a. Permohonan
Pembiayaan

Bank Pemasok/ Objek
— D
b. Beli/
Sewa

Gambar 2.1 Skema Transaksi ljarah

Penjelasan Skema
a. Nasabah mengajukan pembiayaan ijarah ke bank syariah.
b. Bank syariah membeli atau menyewa barang yang diinginkan oleh nasabah dari

pemasok/supplier sebagai objek ijarah.
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c. Setelah dicapai kesepakatan antara bank dan nasabah mengenai objek ijarah, tariff
ijarah, periode ijarah, dan biaya pemeliharaannya maka akad ijarah ditandatangani,
dan nasabah memberikan barang yang akan dijadikan sebagai jaminan atas
pembiayaan tersebut.

d. Bank menyerahkan objek ijarah kepada nasabah sesuai akad yang telah disepakati.
Setelah periode ijarah berakhir maka objek ijarah harus segera dikembalikan oleh
nasabah kepada bank syariah.

e. Bila bank membeli objek ijarah tersebut, maka setelah menerima poengembalian
objek ijarah dari nasabah, bank menyimpan objek ijarah tersebut sehingga aset
dapat disewakan dapat disewakan kembali.

f. Namun bila bank menyewa objek ijarah tersebut (ijarah parallel), maka setelah
menerima pengembalian objek ijarah dari nasabah, bank harus mengembalikan

objek ijarah tersebut kepada supplier.

2.4 Tinjauan Fatwa DSN tentang Pembiayaan multijasa

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)
No0.44/DSN-MUI/VI11/2004 merupakan salah satu acuan atau landasan dalam
operasional pembiayaan multijasa. Beberapaketentuan yang diatur dalam fatwa ini
adalah sebagai berikut.

a. Ketentuan Umum

1) Pembiayaan Multijasa hukumnya boleh (jaiz) dengan menggunakan akad
ijarah atau kafalah.

2) Dalam hal LKS mengunakan akad ijarah, maka harus mengikuti semua
ketentuan yang ada dalam fatwa ljarah.

3) Dalam hal LKS menggunakan akad kafalah, maka harus mengikuti semua
ketentuan yang ada dalam fatwa kafalah.

4) Dalam kedua pembiayaan multijasa tersebut, LKS dapat memperoleh imbalan

jasa (ujrah) atau fee.
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5) Besar ujrah atau fee harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk

nominal bukan dalam bentuk presentase.

b. Penyelesain perselisihan
Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan di
antara kedua belah pihak, maka penyelesainnya dilakukan melaui badan Arbitrase
syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

c. Ketentuan Penutup
Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, jika di kemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana
mestinya.

Selain mengacu pada fatwa No.44/DSN-MUI/V111/2004 tentang pembiayaan
multijasa, Bank Mandiri syariah juga harus mengacu pada fatwa DSN No0.09/DSN-
MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah karena akad yang diterapkan oleh bank
Mandiri Syariah dalam transaksi pembiayaan multijasa yaitu akad ijarah multijasa.
Adapun ketentuan yang ditetapkan dalam fatwa antara lain sebagai berikut.

a. Rukun dan syarat ljarah
1) Sighat ijarah, yaitu ijab dan gabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak
yang berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
2) Pihak-pihak yang berakad (berkontrak) terdiri atas pemberi sewa/pemberi
jasa, dan penyewa/pengguna jasa.
3) Objek akad ijarah, yaitu:

b)a Manfaat barang dan sewa; atau

b) b  Manfaat jasa dan upah
b. Ketentuan objek ijarah

1) Objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang atau jasa.
2) Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam
kontrak.

3) Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
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5)

6)

7)

8)

9)
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Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syrariah.
Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan
jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.

Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka
waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.

Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada
LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga
(tsaman) dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam ijarah.
Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis
yang sama dengan objek kontrak.

Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan

dlam ukuran waktu, tempat dan jarak.

c. Kewajiban LKS dan Nasabah dalam pembiayaan ijarah

1)

2)

Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa:

a) Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan;

b) Menanggung biaya pembelian barang;

¢) Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.

Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa:

a) Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga
keutuhan barang serta menggunakannya sesuai akad (kontrak);

b) Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak
materiil);

c) Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan
yang dibolehkan, juga bukan karena kelalain piihak penerima manfaat
dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

d) Penyelesaian Perselisihan
Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajiban atau jika terjadi

perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui
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Badan Akuntansi Syariah steleah tidak terdapat kesepakatan melalui jalan

musyawarah.

2.5 Akuntansi Pembiayaan Multijasa

2.5.1 Gambaran Umum Akuntansi Syariah

American Acounting Association mendefinisikan, “accounting is the process
identifying, measuring, and communicating economic information to permit
information judgement and decision by users of the information”. Akuntansi adalah
proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk
memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas
bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut (Sucipto et al. 2006:2). Menurut
pandangan islam, akuntasnsi bukan hanya suatu proses pencatatan dan dan pelaporan,
melainkan dalam proses tersebut juga harus menjalankan prisip-prinsip yang sesuai
dengan hukum syariah. Hal ini sejalan dengan pendapat Hayasyi (dalam Harahap,
2000:18) yang menyatakan bahwa fungsi akuntan bukan hanya melakukan pencatatan
keuangan tetapi juga berwenang mengawasi pelaksanaan kegiatan yang jujur, adil,
pelaksanaan hukum beribadah, dan hukum syariah lainnya.

Selain akuntansi berfungsi sebagai penyedia informasi keuangan guna
pengambilan keputusan,akuntansi juga berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban
(accountability) kepada stakeholder. Harahap (2001:115) mengemukakan bahwa
enterprise theory merupakan konsep akuntansi yang sejalan dengan konsep syariah
karena lebih mencakup aspek sosial dan pertanggungjawaban. Enterprise theory
menjelaskan bahwa akuntansi harus melayani masyarakat secara umum, bukan hanya
pemilik perusahaan. Adanya tuntutan mengenai accountability tersebut, akuntansi
syariah harus menjamin bahwa informasi yang disusun dan disajikan sebagai bentuk

pertanggungjawaban harus benar dan bebas dari unsur manipulasi, penipuan dan
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ketidakadilan karena pada prinsipnya konsep akuntansi syariah tidak hanya terbatas

pada kesejahteraan materi (dunia) saja, tetapi juga kesejahteraan no-materi (akhirat).
2.5.2 PSAk 107 tentang Akuntansi ljarah

Tidak adanya PSAK khusus yang mengatur tentang akuntansi pembiayaan

multijasa,

maka perlakuan akuntansi pembiayaan multijasa dengan akad ijarah

berpacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 107 tentang

akuntansi ijarah.

a. Definisi

1)

2)

3)

4)

5)

Berikut adalah beberapa definisi yang dijelaskan dalam PSAK 107.

ljarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam
waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan
pemindahan kepemilikan aset itu sendiri.

ljarah muntahiyah bittamilik adalah ijarah dengan wa’ad perpindahan
kepemilikan objek ijarah pada saat tertentu.

Wa’ad adalah janji dari satu pihak kepada pihak lain untuk melaksanakan
sesuatu.

Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset
antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai
dalam suatu transaksi yang wajar ( arms length transaction)

Objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan aset berwujud atau tidak

berwujud.

b. Karakteristik

Beberapa karakteristik mengenai transaksi ijarah yang dijelaskan dalam

PSAK 107 adalah sebagai berikut.
1) ljarah mrupakan sewa-menyewa objek ijarah tanpa perpindahan risiko dan

manfaat yang terkait kepemilikan dari pemilik (mu’jir) kepada penyewa

(musta’jir) pada saat tertentu.
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2) Perpindahan kepemilikan suatu aset yang diijarahkan dari pemilik kepada
penyewa, dalam ijarah muntahiyah bitamilik, dilakukan jika seluruh
pembayaran sewa atas objek ijarah yang dialihkan telah diselesaiakan dan
objek ijarah telah diserahkan kepada penyewa.

3) Pemilik dapat meminta penyewa untuk menyerahkan jaminan atas ijarah
untuk menghindari risiko kerugian.

4) Jumlah, ukuran, dan jenis objek ijarah harus jelas diketahui dan tercantum
dalam akad.

c. Perlakuan Akuntansi Pembiayaan ljarah
PSAK 107 tentang akuntansi ijarah merupakan penyempurnaan dari PSAK 59
tentang Akuntansi Perbankan Syariah yang mengatur mengenai ijarah. PSAK 107 ini
menjelaskan tentang perlakuan akuntansi yang mencakup pengukuran, pengakuan,
penyajian, dan pengungkapan mengenai pembiayaan ijarah.
1) Pengakuan dan Pengukuran
Bagian ini menjelaskan pengakuan dan pengukuran transaksi ijarah dari sudut
pandang pemilik dan penyewa. Pengakuan dan pengukuran ijarah meliputi
proses perolehan aset ijarah, perpindahan kepemilikan karena proses sewa beli,
dan pengakuan pendapatan ijarah serta beban-beban dalam pengelolaan aset
ijarah.
a. Akuntansi Pemilik (Mu jir) — Bank Sebagai Pemilik Objek Sewa
(1) Biaya perolehan
1. Objek ijarah diakui pada saat objek ijarah diperoleh sebesar biaya
perolehan. Biaya perolehan yaitu seluruh biaya yang dikeluarkan
untuk perolehan aset, yang meliputi harga aset serta biaya-biaya yang
dikeluarkan untuk memperoleh aset ijarah tersebut.
2. Biaya perolehan objek yang berupa aset tidak berwujud mengacu ke
PSAK 19: Aset Tidak Berwujud.
(2) Penyusutan
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(@) Objek ijarah, jika berupa aset yang dapat disusutkan atau
diamortisasi, sesuai dengan kebijakan penyususutan atau amortisasi
untuk aset sejenis selama umur manfaatnya umur ekonomis.

(b) Kebijakan penyusutan atau amortisasi yang dipilih harus
mencerminkan pola konsumsi yang diharpakan dari manfaatekonomi
di masa depan dari objek ijarah. Umur ekonomis dapat berbeda
dengan umur teknis. Misalnya, mobil yang dapat dipakai selama 10
tahun diijarahkan dengan akad ijarah muntahiyah bittamilik selama 5
tahun. Dengan demikian umur ekonomisnya adalah 5 tahun.

(c) Pengaturan penyusutan objek ijarah yang berupa aset tetap sesuai
dengan PSAK 16: Aset Tetap dan amortisasi aset btidak berwujud
sesuai dengan PSAK 19: Aset Tidak berwujud.

(3) Pendapatan dan Beban

(a) Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas
aset telah diserahkan kepada penyewa.

(b) Piutang pendapatan sewa diukur sebesar nilai yang dapat
direalisasikan pada akhir periode pelaporan.

(c) Pengakuan biaya perbaikan objek ijarah yaitu:

i. Biaya perbaikan tidak rutin objek ijarah diakui pada saat
terjadinya;

ii. Jika penyewa melakukan perbaikan rutin objek ijarah dengan
persetujuan pemilik, maka biaya tersebut dibebankan kepada
pemilik dan diakui sebagai beban pada saat terjadinya; dan

iii.Dalam ijarah muntahiyah bittamilik melalui penjualan secara
bertahap, biaya perbaikan objek ijarah yang dimaksud dalam huruf
(i) dan (ii) ditanggung pemilik maupun penyewa sebanding
dengan bagian bagian kepemilkan masing-masing atas objek

ijarah.
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(d) Biaya perbaikan objek merupakan tanggungan pemilik. Perbaikan
tersebut dapat dilakukan oleh pemilik secara langsung atau dilakukan

oleh penyewa atas persetujuan pemilik.

(4) Perpindahan kepemilikan

Saat perpindahan kepemilikan objek ijarah dari pemilik kepada penyewa

dalam ijarah muntahiyah buttamilik dengan cara:

(@) Hibah, maka jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai beban;

(b) Penjualan sebelum berakhirnya masa, sebesar sisa cicilan sewa atau
jumlah yang disepakati, maka selisih antara harga jual dan jumlah
tercatat objrk ijarah diakui sebagai keuntungan atau kerugian;

(c) Penjualan setelah selesai masa akad, maka selisih antara harga jual
dan jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai keuntungan atau
kerugian ;

(d) Penjualan objek ijarah secara bertahap, maka:

i. Selisih antara harga jual dan jumlah tercatat sebagian objek ijarah
yang telah dijual diakui sebagai keuntungan atau kerugian;
sedangkan

ii. Bagian objek ijarah yang tidak dibeli penyewa diakui sebagai aset
tidak lancar atau aset lancar sesuai dengan tujuan penggunaan aset
tersebut.

b). Akuntansi Penyewa (Musta ’jir) — Bank Sebagai Penyewa
(1) Beban

(a) Beban sewa diakui selama masa akad pada saat manfaat telah
diterima.

(b) Utang sewa diukur sebagai jumlah yang harus dibayar atas manfaat
yang telah diteriama.

(c) Biaya pemeliharaan objek ijarah yang disepakati dalam akad menjadi

tanggungan penyewa diakui sebagai beban pada saat terjadinya.
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(d) Biaya pmeliharaan objek ijarah, dalam ijarah muntahiyah bittamilik
melalalui penjualan objek ijarah secara bertahap, akan meningkat

sejalan dengan peningkatan kepemilika objek ijarah.

(2) Perpindahan Kepemilikan

Saat perpindahan kepemilikan objekmijarah dari pemilik kepada

penyewa dalam ijarah muntahiyah bittamilik dengan cara:

(@) Hibah, maka penyewa mengakui aset dan keuntungan sebesar nilai
wajar objek ijarah yang diterima;

(b) Pembelian sebelum masa akad berakhir, maka penyewa mengakui
aset sebesar pembayaran sisa cicilan sewa atau jumlah yang
disepakati;

(c) Pembelian setelah masa akad berakhir, maka penyewa mengakui aset
sebesar pembayaran yang diosepakati;

(d) Pembelian objek ijarah secara berthap, maka penyewa mengakui aset
sebesar biaya perolehan objek ijarah yang ditrima.

(3) Jual dan ljarah

(@) Transaksi jual dan ijarah harus merupakan transaksi yang terpisah
dan tidak saling bergantung (7a’allug) sehingga harga jual harus
dilakukan pada nilai wajar.

(b) Jika suatu entitas menjual objek ijarah kepada entitas lain dan
kemudian menyewanya, maka entitas tersebut mengkui keuntungan
atau kerugian pada periode terjadinya penjualan dalam laporan ;aba
rugi dan menerapkan perlakuan akuntansi penyewa.

(c) Keuntungan atau kerugian yang timbul dari transaksi jual dan ijarah
tidak dapat dikui sebagai pengurang atau penambah beban ijarah.

(4) ljarah Lanjut
() Jika suatu entitas menyewakan lebih lanjut kepada pihak lain atas

aset yang sebelumnya disewa dari pemilik, maka entitas tersebut
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menerapkan penerapan perlakuan akuntansi pemilik dan akuntansi
penyewa dalam PSAK ini.

(b) Perlakuan akuntansi penyewa diterapkan untuk transaksi antara
entitas (sebagai penyewa) dengan pemlik, dan perlakuan akuntansi
pemilik diterapkan untuk transaksi antara entitas (sebagai pemilik)

dengan pihak penyewa lanjut.

2) Penyajian
Pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban-beban yang
terkait, misalnya beban penyusutan,beban pemeliharaan dan perbaikan , dan
sebagainya.
3) Pengungkapan
Pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah dan
ijarah muntahiyah bittamilik, tetapi tidak terbatas pada:
a) Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak
terbatas pada:
(1) Keberadaan wa’ad pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang
digunakan (jika ada wa ‘ad pengalihan kepemilikan);
(2) Pembatasan-pembatasan, misalnya ijarah-lanjut;
(3) Agunan yang digunakan (jika ada);
b) Nilai perolehan dan akumulasi penyusunan untuk setiap kelompok aset
ijarah dan
c) Keberadaan transaksi jual dan ijarah (jika ada).
Penyewa mengungkapkan sdalam laporan terkait transaksi ijarah dan ijarah
muntahiyah bittamilik, tetapi tidak terbatas pada:
a) Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak
terbatas pada:

(1) Total pembayaran;
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(2) Keberadaan wa’ad pemilik unuk pengalihan kepemilikan dan

mekanisme yang digunakan (jika ada wa’ad pemilik untuk pengalihan

kepemilikan);

(3) Pembatasan-pembatasan, misalnya ijarah-lanjut;

(4) Agunan yang digunakan (jika ada)

b) Keberadaan transaksi jual dan ijarah dan keuntungan atau kerugian yang

diakui (jika ada transaksi jual dan ijarah).

d. lustrasi Akuntansi Akad ljarah

Transaksi (dalam ribuan Pemberi sewa Penyewa
rupiah)
Tgl. 2 jan 2007 pemberi sewa dan | Saat pembelian aset dari PT B :
penyewa menandatangani akad ijarah | Aset ijarah 150.000
atas mobil selama 3 tahun. Disepakati Kas 150.000
bahwa pembayaran dilakukan setiap
bulan sebesar Rp. 12.500
Pemberi sewa membeli mobil yang
disewakan sebesar Rp. 150.000 dari PT | saat menerima pendapat dari penyewa:
B
Kas 12.500 Beban sewa 12.500
Pendapatan sewa 12.500 Kas 12.500
Setiap penerimaan pendapatan sewa | Kas 12.500 Beban sewa 12.500
pada awal bulan. Pendapatan sewa 12.500 Kas 12.500
Pada akhir periode dilakukan alokasi | Beban penyusutan 30.000
untuk beban depresiasi selama 5 tahun Akumulasi penyusutan 30.000
sesuai masa manfaat mobil dengan
metode garis lurus
Penyajian pada akhir tahun pertama | Aset ijarah 150.000
untuk aset ijarah. Akumulasi penyusutan 30.000
120.000

Pada saat akhir kontrak aset ijarah
dikembalikan kepada pemberi sewa,
sehingga dibuatkan ayat jurnal
reklasifikasi.

Aset nonkas (eks ijarah) 150.000
Aset ijarah 150.000

Sumber: Johan Saputra (Akuntansi Syariah Pada Akad ljarah)




Kasus ijarah muntahiya bit tamlik
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Transaksi (dalam ribuan rupiah) Pemberi sewa Penyewa
Tgl. 2 jan 2007 pemberi sewa dan | Saat pembelian aset dari PT B :
penyewa menandatangani akad ijarah | Aset ijarah 150.000
atas mobil selama 3 tahun. Disepakati Kas 150.000
bahwa pembayaran dilakukan setiap
bulan sebesar Rp. 12.500
Pemberi sewa membeli mobil yang | Saat menerima pendapat dari penyewa:
dlsewakan.sebesar_Rp. 150.000 dari PT Kas 12.500 Beban sewa 12.500
B. Dan disepakati bahwa pada akhir Pendapatan sewa 12.500 Kas 12,500
masa sewa akan dibeli oleh penyewa. '
Setiap penerimaan pendapatan sewa | Kas 12.500 Beban sewa 12.500
pada awal bulan. Pendapatan sewa 12.500 Kas 12.500
Pada akhir periode dilakukan alokasi | Beban penyusutan 30.000
untuk beban depresiasi selama 5 tahun Akumulasi penyusutan 30.000
sesuai masa manfaat mobil dengan
metode garis lurus
Penyajian pada akhir tahun untuk aset | Aset ijarah 150.000
ijarah, jurnal untuk tahun ke-2 dan ke-3 Akumulasi penyusutan 30.000
sama dengan pencatatan diatas. 120.000
Pada saat akhir kontrak aset ijarah | Kas 65.000 Aset nonkas 65.000
dijual kepada pemberi sewa secara | Akumulasi penyusutan 90.000 Kas 65.000
tunai Rp. 65.000. dilakukan dengan Aset ijarah 150.000
akad jual beli. Keuntungan penjualan 5.000
Apabila pada saat akhir kontrak aset | Beban ijarah 60.000 Aset nonkas 40.000
ijarah dihibahkan dari pemberi sewa | Akumulasi penyusutan 90.000 Keuntungan 40.000

kepada penyewa dan nilai

Rp.40.000

wajar

Aset ijarah 150.000

Sumber: Johan Saputra (Akuntansi Syariah Pada Akad ljarah)
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Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan

penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji

penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan

penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis

mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian

pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa

jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

No |

Judul

Peneliti (Tahun)

Hasil

1.

Implementasi Fatwa DSN MUI
No0.44/DSN-MUI/VI111/2004 tentang
Pembiayaan ljarah Multijasa di PT BPR
Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta

Fitria (2014)

Implementasi
pembiayaan ijarah
multijasa di PT BPR
Syariah Bangun Warga
Yogyakarta tidak sesuai
dengan fatwa DSN
MUI NO.44/DSN-
MUI/VI11/2004.
Beberapa hal yang
yamg tidak diikuti yaitu
objek pada pembiayaan
ijarah multijasa tidak
jelas, penentuan ujrah
tidak sesuai fatwa, dan
ketidakpastian dalam
penggunaan akad
dalam pembiayaan
ijarah multijasa.

Penerapan Akad ljarah Al ljarah pada
Produk Pembiayaan Multijasa di BMT al
hikmah Kantor Cabang Babadan-Ungaran

Sutriyah (2013)

Penerapan akad ijarah
p[ada pembiayaan
multijasa di BMT Al
Hikmah tidak sesuai
dengan fatwa DSN
No.09/DSN-
MUI/IV/2000, karena
pembiayaan ijarah tidak
menggunakan prinsip
bagi hasil. Sedangkan
prinsip bagi hasil
digunakan untuk
pembiayaan
musyarakah,
mudharababh.
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Analisa Penerapan Akuntansi Produk
Pembiayaan ljarah Multijasa Pada PT
BPR Syariah Asri Madani Nusantara

Azizah (2014)

Pengakuan pembiayaan
iajarah pada PT. BPRS
Asri Madani
Nusnantara belum
sepenuhnya sesuai
dengan PSAK 107
tentang akuntansi ijarah
karena sistem yang
digunakan yaitu
murabahah, serta dalam
pencatatannya
menggunakan
pencatatan cah basis.
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Analisis Implementasi PAPSI dan PSAK
Pada Produk Pembiayaan Multijasa,
Studi Kasus pada PT. BPRS Pemkot
Bekasi

Ramadhan (2012)

Implementasi
pembiayaan multijasa
pada PT. BPRS Pemkot
Bekasi telah sesuai
dengan PSAK dan
PAPSI yang merujuk
pada PSAK 107 tentang
ijarah. Namun terdapat
ketidaksesuaian
menurut PAPSI dan
PSAK mengenai
penyajian laporan
keuangan tentang pos-
pos yang terkait dengan
transaksi multijasa
yang disebabkan belum
adanya peraturan
khusus mengenai
transaksi multijasa.

Penerapan PSAK 107 Atas Pembiayaan
ljarah Multijasa di PT. Bank Muamalat
Indonesia Cabang Gorontalo

Antula (20140

Akad ijarah pada
pembiayaan lanjut studi
belum sesuai Fatwa
DSN-MUI No.
44/DSN-
MUI/V111/2004 tentang
pembiayaan multijasa,
karena masih diikuti
oleh akad wakalah, ini
dikarenakan pihak bank
ingin mempermudah
pihak nasabah.
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Untuk menyelesaikan masalah yang tertuang dalam skripsi ini, peneliti akan

menguraikan alur berpikir peneliti dalam kerangka konseprual sebagai berikut.

Bank BNI Syariah KC. Jember

Penyaluran Dana

Fatwa DSN Tentang Pembiayaan
Multijasa

y

<

Pembiayaan Multijasa >

Perlakuan Akuntansi ljarah
Multijasa

Penerapan Fatwa DSN No. 44/DSN-

MUI/VIII/2004 dan No. 09/DSN-

MUI/1V/2000

Penerapan PSAK 107 tentang Akuntansi

ljarah

Hasil Penlitian

Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember merupakan salah satu lembaga

keuangan syariah yang ada di Jember, dalam hal ini Bank BNI Syariah Kantor
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Cabang Jember berperilaku sebagai penyalur dana bagi nasabah yang membutuhkan
atau kekurangan dana. Penyaluran dana yang dimaksud adalah pembiayaan multijasa
(ljarah). Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlakuan
akuntansi ijarah dan bagaimana kesesuaian fatwa DSN yang diterapkan oleh Bank
BNI Syariah Kantor Cabang Jember dengan acuan PSAK 107 tentang akuntansi
ijarah dan dengan acuan Fatwa DSN No. 44/DSN-MUI/V111/2004 dan No. 09/DSN-
MUI/1V/2000. Dengan demikian maka hasil penelitian akan diperoleh.



BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah pendekatan kualitatif deskriptif.
Metode penelitian kualitatif yang sering disebut metode penelitian naturalistik karena
penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting). Disebut sebagai
metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif
(Sugiyono, 2015).

Berdasarkan pendekatan ini peneliti akan mengumpulkan, mempersiapkan,
serta menganalisis data dari catatan tahunan, wawancara maupun dokumentasi
sehingga nantinya akan memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana

penerapan akuntansi dari PT Bank Syariah Mandiri KC. Jember.

3.2 Sumber Data

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya
(Indriantoro dan Supomo, 2002), dengan cara wawancara atau interview dengan
pengelola perusahaan atau dengan pihak yang memiliki kewenangan untuk
memberikan keterangan atas permasalahan yang diajukan saat penelitian.

1. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diambil dengan cara
melakukan wawancara terstruktur dengan pimpinan bank atau yang mewakili
dalam hal ini bagian pembukuan dan bagian keuangan.

2. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang secara tidak langsung diperoleh dari
sumbernya (Indiantoro dan Supomo, 2002). Data sekunder merupakan
pelengkap bagi data primer yang diperoleh dari sumber penelitian. Seperti,

profil perusahaan, struktur organisasi perusahaan dan lain-lain.
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3.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti
menggunakan instrument atau alat pengumpulan data sebagai berikut.

a. Teknik wawancara, yaitu melakukan tanya jawab secara langsung kepada
pihak yamg berkompeten atau berwenang dalam memberikan data yang
dibutuhkan.

b. Teknik dokumentasi, yaitu melakukan pencatatan atau pengopian atas data-
data yang dibutuhkan untuk mendukung penelitian ini.

c. Observasi
Observasi yang di dalamnya peneliti langsung turun ke lapangan untuk
mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian.

3.4 Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah metode analisis
deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu peneliti mendeskripsikan hasil
temuannya yang berasal dari data-data yang terkumpul melaui proses observasi di
objek penelitian dalam betuk keterangan, penjelasan atau uraian yang berhubungan
dengan penelitian.

Analisis data data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data
yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain. Analisis
data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit,
menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting yang akan dipelajari dan
membuat kesimpulan.

Langkah-langkah analisis data:

1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan
transkipsi wawancara, mengetik data lapangan atau memilah-milah dan
menyususun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada

sumber informasi .
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Membaca keseluruhan data. Langkah pertama adalah membangun informasi
yang diperoleh dan mereflesikan maknanya secara keseluruhan. Gagasan umum
apa yang terkandung dalam partisipan? Bagaimana gagasan-gagasan tersebut?
Menganalisis lebih detail data yang telah diperoleh dari hasil wawancara.
Mengintepretasi data. Mengitepretasi data berupa melakukan perbandingan
antara hasil penelitian dengan informasi yang berasal dari teori.

Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data yang diperlukan, peneliti mengumpulkan data
sesuai dengan pedoman yang telah dipersiapkan. Data-data yang diambil
meliputi laporan keuangan bank yang dipublikasikan.
Reduksi Data
Data-data yang didapat direduksi dengan cara penghubungan dan
pengelompokan data-data yang sejenis sesuai dengan formatnya masing-
masing.
Display Data
Setelah semua data dimasukkan pada format masing-masing selanjutnya
adalah melakukan display data. Display data ini mengolah data-data
setengah jadi yang sudah dikelompokkan dan memiliki alur tema yang
jelas, ditampilkan dalam suatu matriks kategorisasi yang sesuai tema.
Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi
Tahap terakhir dari seluruh kegiatan analisis data kualitatif. Kegiatan ini
meliputi pencarian makna data serta memberi penjelasan atas data yang
telah diperoleh serta disajikan dan disesuaikan dengan rumusan masalah

yang telah ditentukan.



BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Bank BNI Syariah KC Jember

4.1.1 Sejarah Bank BNI Syariah KC Jember

Kepercayaan masyarakat akan ketangguhan perekonomian berbasis syraiah
meningkat sejak krisis ekonomi tahun 1997. Saat ini perusahaan berbasis kapitalis
dan sosialis yang lebih mendominasi tidak mampu bertahan kuat. Sedangkan
perusahaan berbasis syariah yang tidak terlalu mendapat perhatian justru mampu
bertahan. Hal ini dikarenakan prinsip syariah yang berlandaskan pada keadilan dan
tranparan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Banyak perusahaan BUMN ataupun swasta yang mulai melakukan ekspansi
ke bisnis syariah. Salah satu lembaga keuangan BUMN yang ekspansi ke lembaga
keuangan berbasis syariah yaitu Bank BNI. Sebagai bank BUMN vyang telah
mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, Bank BNI membidik pasar baru dengan
mendirikan usaha berbasis syariah. Berlandaskan pada Undang-Undang No. 10
Tahun 1998, pada tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI
dengan 5 kantor cabang yaitu Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara, dan
Banjarmasin. Status UUS BNI masih temporer dan akan berubah untuk mengikuti
perkembangan bisnis. Oleh karena itu, berdasarkan Keputusan Gubernur Bank
Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI1/2010 tyangal 21 Mei 2010, UUS ditransformasikan
menjadi PT Bank BNI Syariah pada tanggal 19 Juni 2010. Meskipun berbasis syariah,
Bank BNI Syariah tetap memberikan kemudahan kepada masyarakat atau nasabah
untuk menikmati pelayanan di Bank BNI konvensional, karena Bank BNI Syariah
tetap berintegrasi dengan Bank BNI konvensional.

Perubahan lingkungan bisnis yang semakin cepat menuntut Bank BNI Syariah
untuk meningkatkan kualitas pelyanan dan menyediakan varian produk yang lebih
banyak. Bank BNI Syariah mempermudah akses pelyanan dengan memperluas kantor

cabang di berbagai daerah yang berpotensi untuk memperoleh pangsa pasar yang
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lebih besar, salah satunya yaitu di Jember sebagai kota yang memiliki basis penduduk
religious. Jember memiliki banyak pondok pesantren, sekolah, dan perguruan tinggi
yang berbasis Islam. Hal tersebut mengindiksikan kesadaran masyarakat akan
perekonomian syariah lebih tinggi dan kebutuhan mereka akan perbankan syariah
juga tinggi. Peluang ini dimanfaatkan Bank BNI Syariah membuka kantor cabang di
Jember. Tanggal 4 Desember 2007, Bank BNI Syariah KC Jember diresmikan dan

hadir sebagai perwakilan di daerah karesidenan Besuki.

4.1.2 Visi dan Misi Bank BNI Syariah
Setiap perusahaan memiliki visi dan misi yang menggambarkan hasil yang
ingin dicapai oleh perusahaan baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek.
Berikut visi dan misi Bank BNI Syariah.
a. Visi
Visi bank BNI Syariah yaitu “Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang
unggul dalam layanan dan kinerja”. Visi tersebut menjadi cita-cita Bank BNI
Syariah untuk meraih kesuksesan baik dari tingkat finansial maupun tingkat
kesyariahan Bank BNI Syariah agar menjadi bank kepercyaan dan pilihan
masyrakat, yaitu melalui layanan yang berkualitas dan kinerja yang optimal.
b. Misi
Misi merupakan suatu strategi yang harus dilaksanakan agar visi dapat
tercapai. Adapun misi Bank BNI Syariah yaitu :
1) Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian
lingkungan;
2) Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbnkan syariah;
3) Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor;
4) Menciptakan wahana terbaik sebagi tempat kebanggaan untuk berkarya dan
berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah;

5) Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah;
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4.1.3 Sruktur Organisasi Bank BNI Syariah KC Jember
Struktur organisasi dibentuk agar masing-masing unit di dalam suatu
organisasi memahami tugas dan tanggung jawab yang diembannya. Adapun bentuk
struktur organisasi Bank BNI Syariah KC Jember adalah sebagai berikut.
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bank BNI Syariah KC Jember

Struktur Organisasi Bank BNI Syariah KC Jember

Pimpinan Kantor
cabang

Pengawas Internal
cabang
Penyelia Pimpinan Bidang
Pemasaran Operasional Pimpinanan
Kantor Cabang
Pembantu
Penyelia Penyelia
Pembiayaan Keuangan dan
Umum
Penyelia Penyelia
o Processing Pelayanan
Nasabah
Penyelia R'ec'overy Penyelia
& Remidial .
Operasional

Sumber: Bank BNI Syraiah KC Jember
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Deskripsi Tugas

a. Pimpinan Kantor Cabang

1)

2)

3)

4)

5)

Memimpin dan bertanggung jawab penuh atas seluruh aktivitas Kantor
Cabang (KC) dan Kantor Cabang Pembantu (KCP) terutama dalam hal
meningkatkan kualitas aset dan liabilitas, mutu layanan yang unggul terhadap
nasabah, pengembangan dan pengendalian usaha dan pengelolaan
administrasi kantor cabang sehingga dapat memberikan kontribusi laba yang
nyata terhadap Bank BNI Syariah.

Memutuskan pembiayaan produktif maupun konsumtif baru ataupun
pembiayaan bermasalah cabang sesuai kewenangannya.

Bertanggung jawab sepenuhnya untuk membina dan mengembangkan
kepegawaian KC dan KCP dalam usaha meningktakan prestasi dan mutu
kerja para pegawai.

Bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan fungsi manajemen secara
optimal melalui pembentukan Komite-Komite yang melibatkan KC dan KCP
secara berkeseimbangan sehingga berjalan dan berfungsi secara efektif.
Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap aktivitas unit-unit  yang

dibawahnya.

b. Pimpinan Bidang Operasional

1)

2)

3)

Melakukan penyeliaan terhadap aktivitas Penyelia keuangan dan umum
dalam melaksankan tugasnya.

Melakukan penyeliaan terhadap aktivitas Penyelia Pelayanan Nasabah dalam
melaksankan tugasnya.

Melakukan penyeliaan terhadap aktivitas Penyelia Operasional dalam

melakukan tugasnya.
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Pimpinan Kantor Cabang Pembantu

1) Mengoptimalkan kinerja KCP.

2) Mengawasi dan memonitor proses kegiatan harian KCP.

3) Menyediakan informasi dan pelayanan transaksi atas produk dan jasa Bank
BNI Syariah.

Pengawas Internal Cabang

1) Melakukan compliance test, yaitu memeriksa berkas pembiayaan yang
meliputi legalitas dokumen, keaslian dokumen, dan kesesuaian dokumen.

2) Melakukan substantive test, yaitu memeriksa kepatuhan syariah Bank BNI
Syariah dalam kegiatan operasionalnya.

3) Melakukan pemeriksaan operasional,yaitu memeriksa aktivitas operasional

masing-masing penyelia secara rutin (setiap hari).

Penyelia (Supervisor) Keuangan dan Umum

1) Mengelola sistem otomatis di KC dan KCP.

2) Mengelola kebenaran dan sistem transaksi keuangan KC dan KCP.

3) Mengelola laporan harian sistem KC dan KCP.

4) Mengendalikan transaksi pembukuan KC dan KCP.

5) Mengelola laporan KCP.

6) Menyelia langsung seluruh kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian,
kebutuhan logistik, akomodasi, transaksi dan penyelenggaraan administrasi

umum dan kearsipan.

Penyelia (Supervisor) Pelayanan Nasabah

1) Pembukaan dan pengelolaan rekening/transaksi produk dan jasa dalam
maupun luar negeri dalam bentuk giro, tabungan dan deposito.

2) Kegiatan pelayanan transaksi kas/tunai, pemidahan, setoran Kliring, serta

transaksi keuangan lainnya dalam rangka memberikan pelayanan terbaik



3)
4)

5)

6)

7)

8)
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kepada nasabah, berperan aktif dalam melakukan referral walk in customer
(belum/tidak memiliki rekening) serta mengarahkan nasabah untuk
menggunakan saluran berbiaya rendah (e-banking: ATM, phone Plus, SMS
Banking dan Internet Banking) kepada nasabah yang datang.

Memasarkan, mengelola permohonan Rahn serta penyimpanan Rahn.
Melakukan proses perbaruan data nasabah dan mamastikan bahwa perbaruan
data tersebut sejalan dengan Laporan Rencana Kegiatan Perbaruan Data yang
telah disampaikan kepada Bank Indonesia.

Mengelola pelaksanaan program anti Pencucian Uang (APU) dan
Pencegahan pendanaan Teroris (PPT) sesuai ketentuan yang berlaku di KC
dan KCP.

Bertanggung jawab untuk mengontrol dan memecahkan permasalahan yang
ada, mengelola kepegawaian di unit yang dikelolanya, dan memeriksa
pelaporan-pelaporan yangh dibuat unitnta.

Memastikan bahwa persetujuan penerimaan dan atau penolakan permohonan
pembukaan rekening atau transaksi oleh calon nasabah yang tergolong
beresiko tinggi diberikan oleh pejabat senior (BM/OM) di satuan kerja
terkait.

Mengelola posisi kas KC/KCP serta pelaksanaan cash remise/supply.

Penyelia (Supervisor) Operasional

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Mengelola administrasi pembiayaan dan portepel pembiayaan.
Memantau proses pemberian pembiayaan.

Mengelola penerbitan agunan bank.

Mengelola administrasi transaksi Kliring.

Menjalin kerjasama dengan pihak asuransi dan notaris.
Melakukan pembukuan transaksi.

Mengelola pelaporan internal dan eksternal.
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Penyelia (Supervisor) Pemasaran

Penyelia pemasaran pada Bank BNI Syariah terdiri dari dua bagian, yaitu:

1.
a)

b)

d)

f)

9)

Pemasaran Dana dan SCO:

Memasarkan produk dana dan jasa Bank BNI Syariah kepada nasbah atau
calon nasabah.

Membina hubungan dan memantau perkembangan aktivitas pemasaran dana
SCO melalui BNI.

Membina hubungan dan memantau perkembangan aktivitas nasabah dana
ritel.

Memastikan perkembangan implementasi delivery channel produk Bank BNI

Syariah pada Kantor Cabang BNI di bawah kelolaannya.

Pemasaran Pembiayaan:

Memasarkan seluruh produk pembiayaan konsumtif (kecuali Rahn).
Memeriksa kelengkapan dokumen permohonan pembiayaan konsumtif.
Memproses permohonan pembiayaan konsumtif.

Memgelola pemantauan nasabah pembiayaan konsumtif.

Melakukan kerjasama dengan institusi/aliansi bisnis (developer, dealer,
instansi pemerintahan, perusahaan penyedia jasa sales, dsb) dalam rangka
pemasaran produk pembiayaan.

Melakukan kegiatan cross selling untuk produk-produk Bank BNI Syariah
lainnya.

Mengkoordinasikan tim pemasaran pembiayaan konsumtif (direct Sales).

Penyelia (Supervisor)Pembiayaan

1)
2)
3)
4)

Memasarkan seluruh produk pembiayaan produktif.
Memeriksa kelengkapan dokumen permohonan pembiayaan produktif.
Memproses permohonan pembiayaan produktif.

Pemantauan nasabah pembiayaan produktif kolektibiliti 1 dan 2.
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5) Melakukan verifikasi data-data pada aplikasi dan kelengkapan dokumen
penunjang pembiayaan produktif.

6) Melakukan verifikasi on site untuk calon nasabah segmen non-fixed income
pembiayaan produktif.

7) Mengkoordinasikan seluruh proses yang berkaitan dengan penilaian agunan
(taksasi/hertaksasi) pembiayaan produktif sehingga diperoleh nilai yang
wajar dan tepat waktu.

8) Melakukan analisa pembiayaan produktif dan membuat pengusulan
pembiayaan.

9) Melakukan penelitian potensi ekonomi daerah dan menyusun peta bisnis.

Penyelia (Supervisor) Processing

1) Melakukan verifikasi data-data pada aplikasi dan kelengkapan dokumen
penunjang pembiayaan konsumtif.

2) Melakukan verifikasi on site untuk calon nasabah segmen non-fixed income
pembiayaan konsumtif.

3) Mengkoordinasikan seluruh proses yang berkaitan dengan agunan
(taksasi/hertaksasi) pembiayaan konsumtif sehingga diperoleh nilai yang
wajar dan tepat waktu.

4) Melakukan analisa pembiayaan konsumtif dan membuat pengusulan

pembiyaan.

Penyelia (Supervisor) Recovery & Remidal

1) Pemantauan proses penagihan ( call atau visit) dan pemantauan penyelesaian
kewajiban pembiayaan.

2) Pemeriksaan Laporan Kunjungan Setempat/Call Memo hasil penagihan
kewajiban.

3) Pemantauan kewajiban nasabah pembiayaan konsumtif.
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4) Collection pembiayaan produktif ritel kolektibiliti 3, 4, 5, dan hapus buku
dan pembiayaan konsumtif, termasuk di dalamnya memproses pelunasan
pembiayaan dipercepat.

5) Penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan produktif ritel serta pembiayaan
konsumtif kolektibiliti 3, 4, dan 5 baik melalui first way out maupun second
way out.

6) Penyusunan Memorandum Analisa Penyelamatan (MAP) dan Memorandum
Perubahan Kolektibiliti (MPK).

7) Penyusunan memorandum penghapusbukuan/ penghapusan pembiayaan.

4.1.4 Produk Pembiayaan Bank BNI Syariah

Bank syariah merupkan suatu lembaga penghubung antara pihak yang
memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana yang berlandaskan
pada prinsip syariah. Pihak yang memiliki kelebihan dana dapat menyimp-an
uangnya di bank syariah melalui produk dana, seperti tabungan, giro, dan deposito.
Sedangkan pihak yang membutuhkan dana dapat memanfaatkan layanan penyaluran
dana dari bank syariah mmelalui produk pembiayaan.

Produk pembiayaan pada Bank BNI Syariah dibedakan menjadi 2, yaitu
pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Pembiayaan produktif ditujukan
pada masyarakat ataupun lembaga keuangan non bank (koperasi) untuk
mengembangkan usahanya. Sedangkan pembiayaan konsumtif ditujukan pada
kebutuhan orang pribadi baik berupa barang maupun jasa yang akan di konsumsi
sendiri. Berikut produk-produk pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif.

a. Pembiayaan Produktif
1) Tunas Usaha iB Hasanah

Fasilitas pembiyaan produktif yang diberikan untuk usaha yang feasible

(layak untuk diberikan akses perbankan) namun belum bankable (tidak

mampu memenuhi syarat perbankan) guna memenuhi kiebutuhan modal

usaha atau investasi



2)

3)
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Wirausha iB Hasanah

Fasilitas pembiayaan produktif yang diberikan untuk pertumbuhan usaha
yang feasible guna memenuhi kebutuhan modal atau investasi.

Usaha Kecil iB Hasanah

Fasilitas pembiayaan produktif yang diberikan untuk pengembangan usaha
produktif yang feasible guna memenuhi kebutuhan modal dan investasi uaha.

Pembiayaan Konsumtif

1)

2)

3)

4)

5)

Griya iB Hasanah

Fasilitas pembiayaan komnsumtif untuk membeli, membangun, merenovasi
rumah atau ruko ataupun untuk membeli kavling siap bangun (KSB).

Flexi iB Hasanah

Fasilitas pembiayaan konsumtif bagi pegawai atau Karyawan perusahaan
atau lembaga atau Instansi untuk pembelian barang ataupun penggunaan jasa
sesuai Syariah Islam.

Multiguna iB Hasanah

Fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat
unruk membeli barang kebutuhan konsumtif ataupun penggunaan jasa
dengan agunan berupa fixed asset.

Pembiayaan Haji iB Hasanah

Fasilitas pengurusan pendaftaran ibadah haji melalui penyediaan talangan
setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk mendapatkan
porsi haji, yang ditentukan oleh Departemen Agama.

Pembiayaan Emas iB Hasanah

Fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan untuk membeli emas logam

mulia dalam bentuk batangan yang diangsur secara tetap setiap bulannya.
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4.2 Aplikasi Pembiayaan Multijasa pada Bank BNI Syariah KC Jember

4.2.1 Produk Pembiayaan Multijasa

Pembiayaan multijasa merupakan fasilitas pembiayaan konsumtif yang
diberikan kepada masyarakat untuk kebutuhan jasa dengan agunan berupa fixed asset
selama jasa dimaksud tidak bertentangan dengan undang-undang/hukum yang
berlaku serta tidak termasuk kategori yang diharamkan syariah Islam. Produk
pembiayaan yang menggunakan akad ijarah multijasa pada Bank BNI Syariah KC
Jemberterdiri dari tiga produk, yaitu flexi iB Hasanah, Multiguna iB Hasanah, dan
pembiayaan Haji iB Hasanah. Perbedaan dari ketiga produk tersebut terletak pada
peruntukan pembiayaan, besarnya jumlah pembiayaan, periode ijarah, uang muka,

serta jaminan. Adapun multijasa yang di ijarahkan pada produk-produk tersebut

terdiri atas:

a. Pendidikan;
b. Kesehatan;
c. Pernikahan;
d. Khitanan;
e. Travelling;
f.  Umrah;

g. dan haji



Tabel 4.1 Perbedaan Produk-produk Pembiayaan Multijasa.

No. | Perbedaan Flexi iB Multiguna iB Pembiayaan
Hasanah Hasanah Haji iB
Hasanah
1. | Peuntukan Pegawai/Karyawan | Pegawai/ Pegawai/
Pembiayaan /Instansi Masyarakat Masyarakat
umum Umum
2. | Jumlah Maksimal Rp 50 Juta s/d Maksimal
Pembiayaan Rp 100 Juta Rp 1 Miliar Rp 23.750.000
3 Periode ljarah | Maksimal 5 tahun Maksimal 10 Maksimal 5
tahun tahun
4. | Uang Muka Tidak ada Tidak ada Minimal Rp
1.250.000
5. | Jaminan Tidak ada Fixed Asset Fixed Asset

Sumber: Brosur BNI Syariah

4.2.2 Skema Transaksi Pembiayaan Multijasa
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Skema transaksi pembiayaan multijasa merupakan tahapan-tahapan dalam

memperoleh pembiayaan multijasa. Bapak Yassin selaku penyelia pembiayaan

menjelaskan secara rinci tahapan transaksi pembiayaan
mengemukakan:
“Proses transaksi multijasa diawali dari

multijasa,

nasabah mengajukan

pembiayaan ke bank , kemudian bank menyerahkan Surat Keputusan
Pembiayaan (SKP) kepada nasabah, setelah nasabah menyetujui
SKPnya , bank dan nasabah langsung melakukan akad ijarah
multijasa. Setelah sepakat, bank akan langsung mentransfer ke
penyedia jasanya sehingga nasabah langsung dapat menikmati jasa
yang diberikan penyedia jasa, ini biasanya untuk pembiayaan haji dan
umrah. Tapi kalau bank tidak dapat membayar secara langsung kepada
pihak penyedia jasa, bank mengamankan ke nasabah melalui akad
wakalah.” (lampiran B.5)

beliau
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Berdasarkan penjelasan dari informasi di atas, pada praktiknya diperoleh
skema transaksi pembiayaan multijasa yang diterapkan oleh Bank BNI Syariah KC.
Jember, yaitu:

a. Bank BNI Syariah secara langsung menyediakan jasa yang dibutuhkan oleh
nasabah. Hal ini mengindikasikan bahwa Bank BNI Syariah melakukan kerja sama
dengan pihak penyedia jasa dan pembiayaan langsung ditransfer ke penyedia jasa
tersebut, sehingga nasabha tidak menerima uang atas pembiayaan melainkan
langsung dapat menikmati jasa yang dibutuhkan. Skema ini biasanya digunkan
untuk pembiayaan haji dan umrah karena Bank melakukan kerja sama dengan biro
perjalanan haji dan umrah.

Gambar 4.2 Skema Transaksi Pembiayaan Multijasa |

Skema Transaksi Pembiayaan Multijasa |

1) Permohonan Pembiayaan
Nasabah 2) Akad ijarah

pd

Bank BNI
Syariah

3) Sewa

4) Jasa
Penyedia
jasa

Sumber: Data Diolah
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Penjelasan Skema

1) Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan multijasa ke Bank BNI Syariah
KC Jember, kemudian Bank memproses kelayakan nasabah dalam memperoleh
pembiayaan.

2) Jika nasabah telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan telah diotorisasi
oleh pimpinan, nasabah dan pihak bank melakukan akad ijarah multijasa, dan
nasabah memberikan sertifikat fixed asset untuk dijadikan sebagai jaminan.

3) Pihak bank memberikan pembiayaan dengan mentransfer sejumlah dana kepada
pihak penyedia jasa.

4) Penyedia jasa menyediakan jasa yang dibutuhkan nasabah dan nasabah secara

langsung dapat memanfaatkan jasa tersebut.

b. Bank BNI Syariah membiayai sewa jasa yang dibutuhkan nasabah. Hal ini berarti
bank tidak menyediakan jasa secara langsung, tetapi bank memberikan surat kuasa
kepada nasabah untuk melakukan transaksi pembelian jasa kepada penyedia jasa
atas nama Bank BNI Syariah KC Jember. Transaksi pemberian kuasa ini
menimbulkan akad baru yang diterapkan oleh bank yaitu akad wakallah, dimana
bank melimpahkan wewenang kepada nasabah untuk melaksanakan pembiayaan
secara langsung kepada pihak penyedia jasa. Untuk menghindari terjadinya
penyalahgunaan dana yang diberikan, bank meminta kuitansi pembayaran atas
sewa jasa tersebut. Skema ini biasanya digunakan untuk pembiayaan pendidikan,
pernikahan, kesehatan khitanan, dan travelling.



50

Gambar 4.3 Skema Transaksi Pembiayaan Multijasa 11

Skema Transaksi Pembiayaan Multijasa Il

1) Permohonan pembiayaan
2) Akad ljarah

Nasabah

Bank BNI Syariah

3) Akad Wakallah

penyedia jasa

Penyedia Jasa

Sumber: Data Diolah

4.2.3 Tahap-tahap Realisasi Pembiayaan Multijasa

“Tercapainya realisasi pembiayaan multijasa pada Bank BNI Syariah KC
Jember meliputi beberapa tahapan, yaitu prosedur permohonan pembiayaan multijasa,
verifikasi kelayakan perolehan pembiayaan (processing), akad ijarah multijasa, dan
yhang terakhir realisasi pembiayaan. Hal ini dijelaskan secara rinci oleh saudara
Ginanjar selaku asisten penyelia pemasaran:

“Pertama nasabah datang ke bagian pemasaran untuk mengajukan
pembiayaan multijasa. Lalu kami jelaskan persyaratan dan prosedur-
prosedurnya. Lalu kami berikan formulir untuk di isi. Jika nasabah
telah mengisi formulir dan memenuhi persyaratannya, kami
mengarahkan nasabah untuk menunggu proses berikutnya. Bagian
pemasaran akan menyerahkan berkas-berkas ke bagian processing.
Bagian processing langsung melakukan verifikasi, investigasi, dan
penilaian jaminan untuk menguji kelayakan nasabah dalam menerima



pembiayaan ini. Jika nasabah tersebut dinyatakan layak, bagian
processing langsung menerbitkan Surat Keputusan Pembiayaan (SKP)
untuk diotoriosasi oleh Pimpinan. Lalu kami memberi informasi pada

nasabah. Selanjutnya,

nasabah dan pihak bank vyaitu bagian

operasional melakukan akad. Kemudian pembiayaan dapat langsung
dicairkan.” (lampiran B.3)

o1

Berdasarkan pemaparan yang dijelaskan oleh saudara Ginanjar di atas,

tahapan multijasa dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 4.4 Tahap-tahap realisasi Pembiayaan Multijasa

Tahap Realisai Pembiayaan Multijasa

Permohonan Processing Akad Realisasi
. - o) .
Pembiayaan Pembiayaan
Pelunasan
Pembiayaan

Sumber: Data Diolah

a. Permohonan Pembiayaan

Tahap permohonan pembiayaan merupakan tahap pertama yang harus dilalui

nasabah. Dalam. Tahapan ini, nasabah mengisi Formulir Permohonan Pembiayaan

Konsimtif dan melengkapi persyaratan dokumen. Permohonan pembiayaan multijasa

juga memepertimbangkan pekerjaan nasabah. Berbeda pekerjaan berbedsa pula

persyaratan yang harus dilengkapi oleh nasabah. Berikut dokumen yang harus

dipenuhi.

1) Nasbah bekerja sebagai pegawai/karyawan

a) Pas foto terbaru pemohon dan suami/istri (bagi yang sudah menikah).

b) Fotcopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) pemohon dan suami/istri yang masih

berlaku.
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Fotocopy surat nikah (bagi yang sudah menikah).

Fotocopy KK (Kartu Keluarga).

Fotocopy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).

Menyerahkan surat keterangan masa kerja dan jabatan terakhir.
Menyerahkan lip gaji 3 bulan terakhir/surat keterangan penghasilan.
Fotocopy rekening gaji 6 bulan terakhir.

Menyerahkan RAB (Rencana Anggaran Biaya) secara detail.

Fotocopy SHM (Surat Hak Milik)/ SHGB (Surat Hak Guna Bangunan).

2) Nasabah bekerja sebagai pengusaha/wiraswasta/profesional.

a)
b)

c)
d)

e)
f)

9)

h)

Pas foto terbaru pemohon dan suami/istri (bagi yang sudah menikah).
Fotcopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) pemohon dan suami/istri yang masih
berlaku.

Fotocopy surat nikah (bagi yang sudah menikah).

Fotocopy KK (Kartu Keluarga).

Fotocopy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).

Menyerahkan akta perusahaan, SIUP (Surat Ijin Usaha Perseorangan) atau
Surat ljin Profesi.

Menyerahkan Laporan Laba Rugi dan Neraca 2 tahun terakhir berdasarkan
penghasilan pribadi atau perusahaan.

Fotocopy rekening Koran/tabungan 6 bulan terakhir.

Setelah beberapa persyaratan dokumen di atas telah di lengkapi, selanjutnya

penyelia pemasaran pembiayaan menyerahkan Formulir Permohonan Pembiayaan

Konsumtif serta dokumen-dokumen nasabah ke penyelia processing untuk di proses

lebih lanjut.

b. Processing

Tahap processing merupakan yang bertujuan untuk menguji kelayakan nasabah

dalam menerima pembiayaan. Adapun tahapannya sebagai berikut.
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1) Nasabah bekerja sebagai pegawai/karyawan

a)

b)

d)

Analisis informasi dari Bank Indonesia. Analisis ini bertujuan untuk

mengetahui apakah nasabah yang mengajukan pembiayaan pada Bank BNI

Syariah KC Jember mempunyai pinjaman di bank lain. Jika nasabah

mempunyai pinjaman, dari informasi Bl tersebut dapat diketahui jumlah

pinjaman dan jumlah angsuran yang dibayar nasabah pada bank lain, danjuga

diketahui bagaimana kualitas dalam membayar angsurannya, yang sering

disebut dengan kredibiliti. Adapun kategori kredibiliti yaitu:

Kredibliti 1: Lancar, yaitu nasabah tidak melewati bulan dalam membayar
pokok pinjaman dan margin (ujrah).

Kredibiliti 2: Dalam Perhatian Khusus, yaitu nasabah kekurangan membayar
pokok pinjaman dan margin (ujrah).

Kredibiliti 3: Kurang lancar, yaitu nasabah kekurangan membayar pokok
pinjaman dan margin (ujrah) tidak lebih dari 6 bulan.

Kredibiliti 4: Diragukan, yaitu nasabah kekurangan membayar pokok
pinjaman dan margin (ujrah) lebih dari 9 bulan.

Kredibiliti 5: Macet, yaitu nasabah kekurangan membayar pokok pinjaman
dan margin (ujrah) tidak lebih dari 12 bulan.

Melakukan konfirmasi kepada nasabah untuk memastikan apakah nasabah

benar-benar ingin mengajukan pembiayaan di Bank BNI Syariah KC Jember?

Jika iya, berapa jumlah permohonan pembiyaan dan untuk tujuan apa

pembiayaan tersebut?

Verifikasi RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang ditulis secara detail.

Verifikasi profesi nasabah dengan menghubungi bagian HRD (Human

Resource Development) perusahaan tempat ia bekerja untuk memastikan

apakah nasabah merupakan pegawai perusahaan tersebut? Jika iya, apa

jabatan dari nasabah? Serta, berapa usia pensiunnya?



2)

f)

9)

h)
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Verifikasi pendapatan nasabah melalui slip gaji 3 bulan terakhir dan surat
keterangan penghasilan dari perusahaan. Hal ini juga dilakukan dengan
memeriksa rekening tabungan nasabah.

Verifikasi melalui pihak ke- 3 yang berhubungan dengan pembiayaan yang di
ajukan. Missal: nasabah mengajukan permohonan pembiayaan untuk
pernikahan, maka bank dapat melakukan konfirmasi ke pihak chatering.
Menghitung DSR (Debt Service Ratio), yang bertujuan untuk mengukur
kemampuan nasabah dalam membayar angsurannya. Hal ini dinilai dengan
presentase tertentu dikali dengan gaji nasabah per bulan, dengan ketentuan
sebagai berikut:

Gaji < Rp 20.000.000 = 40%

Gaji > Rp 20.000.000 = 50%

Penilaian jaminan untuk mengetahui maksimum pembiayaan yang akan
diberikan oleh bank dan memastikan kelayakan jaminan. Jaminan yang
berupa fixed asset (tanah dan bangunan yang ditempati) dinilai berdasarkan
harga pasar, dan maksimum pembiayaan yaitu 80%dari taksasi jaminan.

Sertifkat fixed asset harus atas nama nasabah atau suami/istri.

Nasabah bekerja sebagai pengusaha/wiraswasta/professional

a)
b)

c)

d)

Analisis informasi dari Bank Indonesia.

Verifikasi akta perusahaan, SIUP (Surat ljin Usaha Perseorangan) atau Surat

ljin Profesi.

Melakukan survei lapangan yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1) Bertemu langsung dengan nasabah utuk mengetahui kepastian
permohonan pembiayaa, jumlah pembiayaan dan kegunaan pembiayaan,
serta untuk mengetahui keadaan ekonomi nasabah yang sebenarnya; dan

2) Melakukan pengamatan dari jauh mengenai usaha yang dijalani nasabah.

Verifikasi rekening tabungan nasabah dengan melihat seberapa banyak

transaksi yang terjadi selama satu guna memastikan adanya perputaran modal

selama satu bulan tersebut.
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e) Verifikasi pihak ke- 3 (supplier atau pelanggan) untuk memastikanbahwa
usaha yabg dijhalani sesuai dengan yang dikatakan nasabah.

f) Membantu membuat lapoan laba rugi 3 tahun terakkhir. Hal ini bertujuan
uintuk mengetahui keuntungan yang diperoleh oleh nasabah selama 3 tahun
tersebut.

g) Menghitung DSR (Debt Service Ratio), dengan ketentuan sebagai berikut:
Gaji < Rp 40.000.000 = 40%

Gaji > Rp 40.000.000 = 50%

h) Penilaian Jaminan.

Semua tahapan processing di atas diinput dalam sistem. Jika sistem menolak,
maka bank segara mengirim surat penolakan ke nasabah. Namun jika sistem
menerima, maka penyelia processing langsung menerbitkan Surat Keputusan
Pembiayaan (SKP) untuk di setujui oleh Pimpinan Bank BNI Syariah KC Jember.
Setelah mempeoleh persetujuan, nasabah akan menerima SKP dan langsung menemui

penyelia opeasional untuk melaksanakan akad.

c. Akad

Tahap akad merupakan tahap untuk diperoleh kesepakatan antara pihak Bank
BNI Syariah dengan nasabah. Sebelum dicapai kesepakartan, nasabah memperoleh
SKP (Surat Keputuan Pembiayaan) dari bank. SKP tersebut merupakan surat
penawaran dari bank kepada nasabah yang berisi jumlah pembiayaa, besarnya ujrah,
jangka waktu, biaya administrasi, serta ketentuan-ketentuanlain yang ditetapkan oleh
bank. Berdasrkan surat penawaran tersebut, nasabah dapat melakukan negosiasi
dengan bank namun hanya terbatas pada persyaratan lain-lain, dan penawaran dari
nasabah tersebut di sampaikan kepada pimpinan untuk dipertimbangkan lebih lanjut.
Jika alasan dari nasabah atas ketidakkesepakatan dengan ketentuan dari bank dapat
diterima, maka pimpinan akan mengotoriosasi. Hal tersebut dijelaskan secara singkat

oleh bapak Priambodo selaku penyelia operasional, beliau mengemukakan:



“SKP itu surat penawaran kepada nasabah mengenai ketentuan
pembiayaan sehingga nasabah boleh melakukan penawaranjika ada
hal yang tidak disetujui dala SKP namun hanya untuk persyartan lain-
lain. Kemudian setelah SKP diterima dan ditandatangani oleh
nasabah, nasabah harus melengkapi persyaratan realisasi
pembiayaan,sedangkan untuk persyaratan lain-lain tidak harus
dipenuhi pada ssat pembiayaan.” (lampiran B.6)
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Setelah nasabah menyetuji dan melengkapi persyaratan-persyaratan yang

terdapat dalam SKP, selanjutnya nasabah dan bank melakukan akad. Penyelia

operasional membacakan terlebih dahulu hal-hal yang terdapat dalam akad ijarah

multijasa, yang berisi:

Pasal 1 : Definisi

Pasal 2 : Objek akad

Pasal 3 : harga manfaat jasa dan tata cara pembayaran
Pasal 4 : Jangka waktu

Pasal 5 : Penyerahan manfaat jasa

Pasal 6 : Denda

Pasal 7 : Agunan

Pasal 8 : Asuransi penjamin dan asuransi kerugian
Pasal 9 : Beban biaya-biaya

Pasal 10 : Penyelenggaraan rekening pembiayaan
Pasal 11 : Hak untuk mengakhiri jangka waktu pembiayaan
Pasal 12 : Kuasa bank atas rekening nasabah

Pasal 13 . pernyataan dan jaminan nasabah

Pasal 14 : Pembatasan terhadap nasabah

Pasal 15 : Cidera janji (wanprestasi)

Pasal 16 : Penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan
Pasal 17 : Keadaan memaksa (force mjeue)

Pasal 18 : Pnyelesaian perselisihan

Pasal 19 : Domisili hukum
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Pasal 20 : Addendum
Pasal 21 : Pasal tambahan
Pasal 22 : Penutup

Jika telah dicapai kesepkatan antara bank dan nasabah mengenai ketentuan yang
terdapat dalam akad ijarah, maka realisasi pembiayaan segera dilaksanakan. Namun
apabila manfaat jasa yang dibutuhkan oleh nasabah berupa jasa pendidikan,
kesehatan, pernikahan, khitanana, dan travelling, maka sebelum dilakukan realisasi
pembiayaan, bank dan nasabah melakukan akad tambahan yaitu akad wakalah yang

disertai adanya Surat Kuasa Membeli Barang dan Jasa oleh bank kepada nasabah.

d. Realisasi Pembiayaan
Tahap realisasi pembiayaan merupakan tahap akhir perolehan pembiayaan
multijasa. Realisasi pembiayaan dilaksanakan oleh penyelia keuangan dan umum.
Adapun tahapan realisasi pembiayaan, yaitu:
1) Nasabah menyerahkan surat asuransi dan akta notaris;
2) Nasabah menyerahkan persyaratan-persyaratan yang telah dilengkapi
nasabah sebelum akad;
3) Nasabah membuka rekening khusus pembiayaan;
4) Nasabah membayar biaya-biaya pengelolaan rekening, biaya asuransi dan
biaya akta notaris;
5) Pembiayaan yang diajukan nasabah, ditransfer ke rekening nasabah;
6) Jika pihak penyedia jasa telah bekerja sama dengan bank, maka bank

langsung mentransfer ke rekening penyedia jasa.

e. Pelunasan Pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan oleh Bank BNI Syariah KC Jember dilunasi
angsuran selama periode ijarah. Selain itu, nasabah juga dapat melakukan pelunasan
sebagian atau pelunasan sebelum akhir periode. Pelunasan sebagian yaitu nasabah

melunasi sebagian dari pokok pembiayaannya, sedangkan pelunasan sebelum akhir



58

periode yaitu nasabah melunasi seluruh sisa pokok pembiayaan sebelum akhir
periode ijarah yang telah ditetapkan dalam akad. Pelunasan sebelum akhir periode ini
mengakibatkan adanya diskon pelunasan yang akan diterima oleh nasabah, yang
disebut dengan mugashah. Sebagaimana pernyataan saudara Ginanjar selaku asisten
penyelia pemasaran:

“Kami berikan kemudahan dengan dua cara: yang pertam pelunasan

sebagian yang hanya dapat mengurangi pokok pinjaman, dan yang ke

dua yaitu pelunasan sebelum akhir periode. Untuk pelunasan sebelum

akhir periode ini, nasabah akan mendapatkan diskon pelunasan.”

(lampiran B.3)

Pelunasan pembiayaan dilakukan secara angsuran setiap bulan paling lambat
tanggal 25dan akan secara otomatis mendebit rekening tabungan nasabah sebesar
pokok pembiayaan ditambah dengan margin (ujrah) dan biaya pengelolaan rekening.
Jika dalam saldo rekening tersebut tidak mencukupi, maka nasabah harus melakukan
pengisisan rekening sebelum tanggal jatuh tempoagar nasabah tidak memperoleh
sanksi atas pembayaran setelah tanggal jatuh tempo.

Berikut pernyataan dari saudara Ginanjar:

“Tanggal jatuh tempo pelunasannya tanggal 25. Jika nasabah
memperoleh pembiayaan sebelum tanggal 15, maka pembayaran
angsuran dilakukan sejak bulan perolehan pembiayaan tersebut,
namun jika nasabah memperoleh pembiayaan setelah tanggal 25,
maka pembayaran angsuran pertam dibulan berikutnya. Klaua nasabah
membayar setelah tanggal jatuh tempo, maka ditanggal 26 akan
dikenakan sanksi berupa denda 25% setiap bulannya.” (lampiran B.3)

4.3 Implementasi Pembiayaan Multijasa Berdasarkan Fatwa DSN

Bank BNI Syariah KC Jember menerapkan akad ijarah dalam transaksi
pembiayaan multijas. Fatwa Dewan Syariah Nasional No0.44/DSN-MUI/VI111/2004
tentang pembiayaan multijasa menyatakan dalam umum “Dalam hal Lembaga
Keuangan Syariah (LKS) menggunakan akad ijarah, maka harus mebgikuti semua

ketentuan yang ada dalam fatwa ijarah”, oleh karena itu Bank BNI Syariah KC
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Jember seharusnya juga berpedoman pada fatwa No.09/DSN-MUI/IVV/2000 tentang
pembiayaan ijarah. Berikut implementasi pembiayaan multijasa pada Bank BNI

syariah KC Jember.

a. Pemenuhan Rukun dan Syarat ljarah

Fatwa dewan Syariah Nasional No0.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang
pembiayaan ijarah menetapkan dalam ketentuan pertama bahwa transaksi
pembiayaan ijarah dikatakan sah jika telah memenuhi rukun dan syarat ijarah, yaitu
adanya pihak yang berakad (penyewa dan pemberi sewa); adanya pernyataan dari
kedua belah pihak secra lisan maupun tertulis; serta adanya ojek ijarah yaitu manfaayt
barang atau manfaat jasa. Pada prakteknya, Bank BNI Syaraih KC Jember dalam
mengimplementasikan pembiayaan multijasa telah memenuhi syarat dan rukun ijarah.
Pertama, adanya pihak yang berakad yaitu Bank BNI Syariah KC Jember sebagai
pihak pemberi sewa berupa manfaat jasa, dan nasabah sebagai sebagai pihak penyewa
yang memperoleh manfaat atas jasa tersebut. Kedua, adanya sighat ijarah pernyataan
tertulis dalam Surat Keputusan Pembiayaan (SKP) dan akad pembiayaan ijarah jasa
yang ditandatangani oleh kedua belah pihak (bank dan nasabah) sebagai tanda mereka
telah menyetujui dan mencapai kesepakatan mengenai ketentuan yang terdapat dalam
akad. Ketiga, adanya objek akad ijarah, yaitu berupa manfaat jasa yang akan
dinikmati oleh nasabah. Sebagaimna pernyataan dari bapak Priambodo selaku
penyelia operasional:

“Di pembiayaan multijasa ini, Bank BNI Syariah KC Jember sebagai
pihak pemberi sewa/penyedia jasa dek, jadi nasabah yang akan
memperoleh manfaat jasa tersebut. Nasabah nanti akan bertemu
dengamn bagian operasional untuk melakukan akad dengan disertai
Surat Keputusan Pembiayaan (SKP) dan akad pembiayaan ijarah jasa
yang dibuat oleh bagian operasioanal. Selanjutnya, kalau nasabah
nanti setuju dengan hal-hal yang ada dalam SKP dan Akad
pembiayaan ijarah jasa, ia harus menandatangani document tersebut
sebagai bukti bahwa telah dicapai kesepakatan antara bank dan
nasabah.” (lampiran B.6)
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b. Penggunaan Akad ljarah

Subtansi dari akad ijarah adalah penyediaan jasa yang disediakan oleh bank
untuk nasabah dengan mendapatkan upah atau ujrah sesuai dengan kesepakatan
bersama. Bank BNI Syariah KC Jember menawarkan pembiayaan multijasa dengan
menyediakan jasa secara langsung kepada nasabah melalui penyedia jasa yang
bekerja sama langsung dengan bank, seperti jasa haji dan umrah. Sedangkan untuk
beberapa jasa lain pihak bank tidak melakukan kerja sama langsung mengingat
kebutuhan nasabah yang beragam sehingga penyedia jasa yang dipilih juga beragam,
dan keterbatasan waktu dan tenaga sehingga tidak memungkinkan bagi bank untuk
melakukan kerja sama langsung dengan semua penyedia jasa tersebut. Oleh karena
itu, bank memberikan alternatif lain untuk memudahkan nasabah dengan
menggunakan akad tambahan yaitu akad wakalah. Seperti yang dikemukakan oleh
bapak Yassin selaku penyelia pembiayaan:

“Pembiayaan multijasa ini tidak dibayarkan secara langsung karena
salah satunya jauhnya lokasi, misal : nasabah ingin menyewa jasa
event organizer di kota Malang, jadi tidak mungkin kan bank
mengunjungi pihak event organizer tersebut ke Malang? Jika hanya
ada satu nasabah tidak masalah, masalahnya di sini ada banyak
nasabah pembiayaan multijasa jadi tidak dimungkinkan untuk
dilakukan kunjungan ke masing-masing penyedia jasa. Sehingga kami
juga menerapkan akad wakalah tersebut.” (lampiran B.5)

Akad wakalah terwujud dengan pemberian kuasa oleh bank kepada nasabah
untuk melakukan transaksi pembelian jasa denga penyedia jasa atas nama Bank BNI
Syariah KC Jember. Pelaksanaan akad wakalah ini tidak menyimpang dari akad
utama yaitu akad ijarah. Dalam akad ijarah, bank menyediakan jasa yang dimiliki
oleh bank untuk nasabah dengan mendapatkan ujrah. Sedangkan dalam akad wakalah
yang disertai adanya surat Kuasa Membeli Barang dan Jasa menunjukan bahwa telah
melakukan transaksi pembelian jasa kepada pihak penyedia jasa namun melalui
perantara nasabah. Transaksi pembelian jasa oleh bank melalui perantara nasabah ini

mengakibatkan jasa yang disediakan oleh penyedia jasa secara tidak langsung telah
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berpindah tangan kepada pihak bank. Karena jasa telah menjadi hak milik bank, maka
transaksi yang dilakukan nasabah dengan bank adalah sewa menyewa dengan tetap
berpegang teguh pada akad ijarah. Bank menyediakan jasa yang telah dibelinya dari
penyedia jasa dan nasabah menyewa jasa bank tersebut untuk memenuhi
kebutuhannya.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No0.44/DSN-MUI/VI1II/2004 tentang
Pembiayaan Multijasa menyatakan dalam ketentuan umum yang berbunyi
“Pembiayaan Multijasa hukumnya boleh (jaiz) dengan menggunakan akad ijarah atau
kafalah”. Berdasarkan pernyataan tersebut, Bank BNI Syariah KC Jember telah
menggunakan akad sesuai peraturan dalam Fatwa yaitu akad ijarah. Penambahan
akad wakalah yang juga diterapkan dalam pembiayaan multijasa tidak menyimpang
dari akad utama (akad ijarah) karena disertai adanya surat Kuasa Membeli Barang

dan Jasa.

c. Objek ljarah

Bank BNI Syariah KC Jember memberikan pembiayaan multijasa sebesar
jumlah yang diajukan nasabah, namun bank juga mempertimbangkan harga pasar
barang jaminan. Objek pembiayaan multijasa pada Bank BNI Syariah KC Jember
berupa ijarah jasa, yaitu bank memberikan manfaat atas jasa. Jasa yang ingin
dimanfaatkan oleh nasabah tidak boleh melanggar hukum Islam dan harus memilik
spesifikasi yang jelas meski tidak berbentuk fisik, seperti pendidikan, kesehatan,
pernikahan, khitanan, travelling, umrah dan haji. Jasa-jasa tersebut adalah jasa yang
dapat memberikan manfaat kepada nasabah dalam jangka waktu tertentu sesuai
dengan kemampuan nasabah dalam mengembalikan pokok pembiayaan dan margin
(ujrah). Saudari Silvy selaku pihak yang memproses kelayakan nasabah dalam
menerima pembiayaan mengemukakan:

“Pembiayaan multijasa yang diajukan nasabah harus jelas objeknya.
Dan semua semua tujuan pembiayaannya itu harus ditulis secara rinci
di RAB (Rencana Anggaran Biaya).” (lampiran B.4)
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Berdasarkan pemaparan dan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan
bahwa secara keseluruhan dalam hal ketentuan objek ijarah, Bank BNI Syariah KC
Jember dalam melaksanakan kegiatan operasional pembiayaan multijasa trelah sesuai
dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No0.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang
pembiayaan ljarah, yang meliputi:

1) Objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan jaaa;

2) Manfaat jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak;

3) Manfaat jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan)

4) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah;

5) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan
ketidaktahuan yang akan mengakibatkan sengketa; dan

6) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya.

Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.

d. Ujrah

Selama nasabah memanfaatkan jasa, ia juga harus mampu memberikan
sejumlah imbalan kepada penyedia jasa yang disebut dengan ujrah. Ujrah pada Bank
BNI Syariah KC Jember disebut dengan margin. Ujrah atau margin tersebut
merupakan hak bagi Bank BNI Syariah karena telah menyediakan jasa yang akan
dimanfaatkam secara langsung oleh nasabah melalui pihak penyedia jasa. Anjuran
pemberian imbalan atau upah atas jasa yang disediakan oleh bank dijelaskan dalam
Fatwa Dewan Syariah Nasioanl No0.09/DSN-MUI/IVV/2000 tentang pembiayaan
ijarah, yang menyatakan bahwa “Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan
dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat
dijadikan harga (tsaman) dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam
ijarah” dan “Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari
jenis yang sama dengan objek kontrak”. Selain itu, anjuran upah juga dijelaskan

dalam hadist yang diriwayatkan lbnu Majah dari Ibnu Umar, Rasulullah saw.
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Ujrah yang diperoleh Bank BNI Syariah KC Jember ditetapkan oleh Bank
BNI Syariah Pusat berdasarkan tingkat plafon pembiayaan. Aplikasi ketika
pelaksanaan akad ijarah pada pembiayaan multijasa, bank menunjukkan nominal
ujrah yang harus dibayar oleh nasabah, namun tetap mengacu pada equivalent rate.
Equivalent rate tersebut merupakan patokan ujrah yang ditentukan oleh bank untuk
dicapai suatu kesepakatan dan tidak ada pihak yang dirugikan. Jika nasabah setuju
terhadap ujrah yang ditetapkan oleh bank, makan akad dilaksanakan. Sedaangkan
jika nasabah tidak setuju, maka nasabah dapat melakukan negosiasi dalan jumlah
yang wajar. Realitanya nasabah langsung menerima jumlah ujrah dari bank, sehingga
dengan menggunakan dugaan nasabah dianggap ridho dan menerima ketentuan ujrah
tersebut. Berikut penjelasan dari saudari Yunita selaku pengawas internal cabang:

“Nasabah boleh melakukan negosiasi. Negosiasi ini sering terjadi
pada pembiayaan Griya iB Hasanah, misal nasabah ingin membeli
rumah Rp 1 Miliar dengan margin Rp 73.199.996, jika nasabah tidak
setuju nasabah boleh negosiasi tetapi tetap pada batas equivalent rate.
Dalam pembiayaan multijasa penawaran juga boleh dilakukan dengan
equivalent rate 7% - 10% misal bank menawarkan ujrah dengan rate
9%, sedangkkan nasabah keberatan, maka bank akan menurunkan rate
menjadi 8%, begitu seterusnya hingga rate 7%. Jika di rate terendah
nasabah tetap tidak setuju, maka nasabah dapat membatalkan
pembiayaan. Tetapi pada umumnya dalam pembiayaan multijasa,
nasabah langsung menerima ujrah yang ditetapkan bank.” (lampiran
B.2)

Penentuan ujrah berdasarkan ketentuan Bank BNI Syariah namun dapat
dialkukan negosiasi oleh nasabah menunjukan bahwa aplikasi ini telah sesuai dengan
Fatwa Dewan Syariah Nasional No0.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan
ljarah yang mengharuskan adanya kelenturan dalam penentuan ujrah dengan
pernyataan “Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa dan upah dapat
diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.” Selain itu, pelaksanaan akad
dengan menunjukan jumlah ujrah dalam bentuk nominal juga sesuai dengan Fatwa
DSN No0.44/DSN-MUI/VI11/2004 tentang Pembiayaan Multijasa yang menyatakan
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“Besar ujrah atau fee harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal

bukan dalam bentuk presentase”.

e. Ketentuan Biaya

Transaksi pembiayaan multijasa pada Bank BNI Syariah KC Jember
menimbulkan beberapa biaya yang harus dibayar nasabah di awal ketika akad telah
disepakati, yaitu biaya administrasi dan biaya pengelolaan rekening. Biaya
administrasi merupakan biaya yang timbul akibat adanya kebutuhan selama poses
pencapaian akad, seperti biaya survai, biaya pembuatan dan percetakan akad
pembiayaan, biaya percetakan surat kuasa (jika digunakan akad wakalah), cadangan
kerugian pembiayaan, dan biaya-biaya lainnya. Biaya administrasi ini dihitung
sebesar 1% dari pokok pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. Sedangkan biaya
pengelolaan rekening sebesar Rp 2.500 per bulan timbul akibat penyelenggaraan
rekening khusus pembiayaan multijasa atas nama nasabah. Rekening pembiayaan
multijasa tersebut akan dipegang/dikelola oleh bank sebagai bukti nasabah dalam
membayar angsurannya, jika nasabah telah mengangsur pinjaman melaui rekening
tabungan miliknya maka rekening pembiayaan multijasa akan mendebit sejumlah
angsuran tersebut. Ketentuan biaya yang dikenakan kepada nasabah tersebut
sebagaimana penjelasan dari bapak Priambodo selaku penyelia operasional:

“Biaya-biaya yang timbul sudah tertera dalam dokumen Akad

Pembiayaan ljarah Jasa, yaitu biaya administrasi sebesar 1% dari

pokok pembiayaan, dan biaya pengelolaan rekening Rp 2.500.”

(lampiran B.6)

Selain biaya administrasi dan biaya pengelolaan rekening, terdapat biaya
tambahan yang juga menjadi tanggungjawab nasabah, yaitu biaya akta notaris dan
biaya asuransi. Pernyataan tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan saudari
Yuniar selaku asisten penyelia keuangan dan umum, ia mengemukakan dalam salah
satu proses realisasi pembiayaan multjasa , yaitu:

“Nasabah membayar biaya-biaya seperti biaya pengelolaan rekening,
biaya asuransi, dan biaya cover note notaris.” (lampiran B.7)



65

Timbulnya biaya-biaya tersebut dalam transaksi pembiayaan multijasa bertujuan
untuk meminimalisir kerugian atas pembiayaan akibat terjadinya force majeure
(kejadian di luar kendali). Besarnya biaya notaris dan biaya asuransi bervariasi,
tergantung pihak notaris dan pihak asuransi yang bekerja sama dengan Bank BNI
Syariah KC Jember.

f. Ketentuan Denda

Bank BNI Syariah KC Jember menerapkan sanksi bagi nasabah yang
menunda-nunda pembayaran angsurannya yaitu berupa denda. Denda sebesar 24%
per tahun atau 2% per bulan ini telah ditentukan dalam dokumen Akad Pembiayaan
ljarah Jasa dan disepakati pada saat akad dilaksanakan. Denda bukan merupakan
pendapatan bagi Bank BNI Syariah KC Jember, tetapi pemasukan tersebut akan
menambah rekening dana kebajikan. Dana yang terhimpun dalam rekening dana
kebajikan akan disalurkan melalui Yayasan Hasanah Titik BNI Syariah. Hal ini
dijelaskan oleh saudari selaku asisten penyelia operasioanal dan saudara Ginanjar
selaku asisten penyelia pemasaran, mereka mengatakan hal yang sama, yaitu:

“Denda itu bukan pendapatan bank, tetapi dialkoasikan ke dana
sosial/dana kebajikan.” (lampiran B.3)

Sistem denda yang diterapkan oleh Bank BNI Syariah KC Jember
diperbolehkan dalam syariah Islam. Prinsip syariah memperbolehkan adanya denda
dalam suatu transaksi agar tidak ada pihak yang lalai dalam menunaikan
kewajibannya. Pengenaan denda ini dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional
No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-
nunda Pembayaran yang menyatakan bahwa ‘“Nasabah mampu yang menunda-nunda
pembayaran atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar
hutangnya boleh dikenakan sanksi, dan sanksi dapat berupa denda sejumlah uang

yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan”. Selain itu, pengenaan denda juga
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dijelaskan dalam hadist Nabi riwayat Nasa’l darti Syuraid bin Suwaid, Abu Dawud
dari Syuraid bin suwaid, Ibnu Majah dari Syuraid bin Suwaid, dan Ahmad dari

Syurraid bin Suwaid

g. Pemenuhan Kewajiban Bank BNI Syariah KC Jember dan Nasabah

Fatwa Dewan Syariah Nasional No0.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang
Pembiayaan ljarah juga menetapkan ketentuan: Kewajiban LKS dan Nasabah dalam
Pembiayaan ljarah. Bapak priambodo selaku penyelia operasional menjelaskan
mengenai kepatuhannya dalam memenuhi kewajiaban, beliau mengemukakan:

“Di dokumen Akad Pembiayaan ljarah Jasa kan ada pasal 14 tentang
hak dan kewajiban bank dan di pasal 15 tentang hak dan kewajiban
nasabah. Di pasal 14, kewajiban bank yaitu mentediakan jasa yang
akan diberikan kepada nasabah, jadi di pasal 15 hak nasabah yaitu
menerima manfaat atas jasa yang diajukan kepada bank, sebagaimana
ketentuan yang disepakati dalam akad. Selanjutnya di pasal 14, hak
bank menerima pembayaran harga jasa atas manfaat yang diperoleh
nasabah, jadi di pasal 15 nasabah berkewajiban menggunakan manfaat
yang diperoleh sesuai tujuan dan membayar harga jasa tersebut.
Begitu pula hak dan kewajiban yang lain-lain juga harus dipenuhi
karena sudah tertera dalam akad.” (lampiran B.6)

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan oleh bapak priambodo di atas
dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pengimplementasian pembiayaan multijasa,
Bank BNI Syariah KC Jember sebagai pihak pemberi sewa telah melaksanakan
kewajibannya yaitu menyediakan jasa yang dibutuhkan oleh nasabah baik secara
langsung maupun tidak langsung,. Dan nasabah sebagai pihak penerima sewa yang
memanfaatkan jasa yang difasilitasi oleh bank juga telah melaksankan kewajibannya
untuk membayar ujrah serta menanggung biaya pengelolaan rekening yang sifatnya
ringan setiap bulannya. Penjelasan tersebut mengindikasikan bahwa Bank BNI
Syariah KC Jember dan nasabah dalam memenuhi kewajibannya telah sesuai dengan
Fatwa DSN.
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Berdasarkan implementasi pembiayaan multijasa di atas, Bank BNI Syariah
KC Jember telah menerapkan aturan yang ditetapkan oleh DSN, yaitu Fatwa Dewan
Syariah Nasional No0.44/DSN-MUI/VII1/2004 tentang Pembiayaan Multijasa dan
No0.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan ljarah. Akad utama yang diterapkan
dalam pembiayaan multijasa pada Bank BNI Syariah KC Jember yaitu akad ijarah,
sehingga bank juga menggunakan fatwa tentang pembiayaan ijarah sebagai pedoman
operasionalnya. Sebagaimana pernyataan yang dikemukakan oleh saudari Yunita
selaku pengawas internal cabang:

“Semua kegiatan operasional di sini harus berdasarkan fatwa, jika
akad yang digunakan ijarah, maka fatwa yang digunakan tentang
ijarah. Jika akad yang digunakan mudharabah, maka fatwa yang
digunakan juga fatwa mudharabah. Begitu juga dengan penerapan
akad-akad lainnya.” (lampiran B.2)

llustrasi Penerapan Pembiayaan Mutijasa

1 juni 2015, Tuan Andrea yang bekerja sebagai pengusaha bordir membutuihkan
dana sebesar Rp 50.000.000 untuk resepsi pernikahan putrinya. Karena Tuan Andrea
tidak memiliki cukup dana untuk acara tersebut, akhirnya ia datang ke Bank BNI
Syariah KC Jember untuuk mengajukan pembiayaan. Awalnya Tuan Andrea
menemui pihak penyelia pemasaran untuk mengajukan permohonan pembiayaan, di
penyelia tersebut Tuan Andrea ditanya tujuan pembiayaan dan jumlah pembiayaan,
lalu pihak bank menetapkan pembiayaan multijasa dengan produk Multiguna iB
Hasanah. Oleh karena produk yang digunakan Multiguna, maka Tuan Andrea
menyerahkan sertifikat tanah dan bangunan untuk dijadikan sebagai agunan.
Selanjutnya penyelia processing memproses kelayakan Tuan Andrea dalam
memperoleh pembiayaan multiguna iB hasanah tersebut. Setelah dinyatakan layak,
Tuan Andrea akan dihubungi oleh pihak bank, kemudian diarahkan untuk melakukan
akad dengan penyelia operasional. Akad ini dibuat sesuai dengan kebutuhan Tuan

Andrea, dengan rincia sebagai berikut.



Jenis pembiayaan
Keperluan

Jangka waktu
Pokok pembiayaan
Angsuran per bulan
Margin (ujrah)
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: Multijasa iB Hasanah (ljarah)
: Pembiayaan Pernikahan

: 2 Tahun

: Rp 50.000.000

: Rp 2.394.583*

: Angsuran/bulan x 24 — Pokok pembiayaan

' Rp 2.394.583 x 24 — Rp 50.000.000
- Rp 57.469.992 — Rp 50.000.000
- Rp 7.469.992

Biaya administrasi

: Rp 1% x Rp 50.000.000 = Rp 500.000

Biaya pengelolaan rekening : Rp 2.500*

*Ketentuan Bank BNI Syariah
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Tabel 4.2 daftar Anggaran Pembiayaan Multiguan iB Hasanah
Anggaran Pembiayaan Multiguna iB Hasanah

Tahun 2015-2017

Bin Biaya Pengelolaan Total Angsuran
Ke- Angsuran Rekening Sisa Angsuran
0 Rp 57.469.992
1 Rp 2.394.583 Rp 2.500 Rp 2.397.083 Rp 55.075.409
2 Rp 2.394.583 Rp 2.500 Rp 2.397.083 Rp 52.680.826
3 Rp 2.394.583 Rp 2.500 Rp 2.397.083 Rp 50.286.243
4 Rp 2.394.583 Rp 2.500 Rp 2.397.083 Rp 47.891.660
5 Rp 2.394.583 Rp 2.500 Rp 2.397.083 Rp 45.497.077
6 Rp 2.394.583 Rp 2.500 Rp 2.397.083 Rp 43.102.494
7 Rp 2.394.583 Rp 2.500 Rp 2.397.083 Rp 40.707.911
8 Rp 2.394.583 Rp 2.500 Rp 2.397.083 Rp 38.313.328
9 Rp 2.394.583 Rp 2.500 Rp 2.397.083 Rp 35.918.745
10 Rp 2.394.583 Rp 2.500 Rp 2.397.083 Rp 33.524.162
11 Rp 2.394.583 Rp 2.500 Rp 2.397.083 Rp 31.129.579
12 Rp 2.394.583 Rp 2.500 Rp 2.397.083 Rp 28.734.996
13 Rp 2.394.583 Rp 2.500 Rp 2.397.083 Rp 26.340.413
14 Rp 2.394.583 Rp 2.500 Rp 2.397.083 Rp 23.945.830
15 Rp 2.394.583 Rp 2.500 Rp 2.397.083 Rp 21.551.247
16 Rp 2.394.583 Rp 2.500 Rp 2.397.083 Rp 19.156.664
17 Rp 2.394.583 Rp 2.500 Rp 2.397.083 Rp 16.762.081
18 Rp 2.394.583 Rp 2.500 Rp 2.397.083 Rp 14.367.498
19 Rp 2.394.583 Rp 2.500 Rp 2.397.083 Rp 11.972.915
20 Rp 2.394.583 Rp 2.500 Rp 2.397.083 Rp 9.578.332
21 Rp 2.394.583 Rp 2.500 Rp 2.397.083 Rp 7.183.749
22 Rp 2.394.583 Rp 2.500 Rp 2.397.083 Rp 4.789.166
23 Rp 2.394.583 Rp 2.500 Rp 2.397.083 Rp 2.394.583
24 Rp 2.394.583 Rp 2.500 Rp 2.397.083 -

Sumber: Data Diolah

Rincian akad dan tabel di atas merupakan biaya-biaya dan angsuran yang
harus dibayar Tuan Andrea. Sisa angsuran di bulan ke-1 menunjukan seluruh

kewajiban yang harus dibayar oleh Tuan Andrea yaitu sebesar pokok pembiayaan +
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margin (ujrah) = Rp 50.000.000 + 7.469.992 = Rp 57.469.992. Kewajiban tersebut
akan berkurang seiring dengan pembayaran angsuran setiap bulan dan di akhir

periode sisa angsuran akan menjadi Rp 0.
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Tabel 4.3 Kesesuaian Penerapan Fatwa tentang Pembiayaan Multijasa dan Fatwa tentang Pembiayaan ljarah

No Kategori Fatwa Penerapan Kesesuaian
1  Pemenuhan rukun dan syarat
ijarah:
a. Pihak-pihak yang Pihak-pihak yang berakad terdiri Pemberi jasa: Bank  Sesuai
berakad atas pemberi sewa/pemberi jasa, dan  BNI Syariah KC
penyewa/penggguna jasa. Jember
Pengguna jasa:
nasabah
b. Sighat ijarah Sighat ijarah, yaitu ijab dan gabul Meggunakan Surat  Sesuai

berupa pernyataan dari kedua belah  Keputusan
pihak yang berkontrak, baik secara  pembiayaan (SKP)

verbal atau dalam bentuk lain. dan Akad
Pembiayaan ljarah
Jasa
c. Objek akad ijarah Objek akad ijarah, yaitu: manfaat Manfaat atas jasa Sesuai
barang dan sewa; atau manfaat jasa
dan upah.
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No Kategori Fatwa Penerapan Kesesuaian
2  Penggunaan akad ijarah 1) Pembiayaan multijasa Bank BNI syariah Sesuai
hukumnya boleh (jaiz) dengan ~ KC Jember
menggunakan akad ijarah atau ~ menggunakan akad
kafalah. ijarah untuk
pembiayaan haji dan
umrah.
2) Dalam LKS menggunakan Bank BNI Syariah Sesuai
akad ijarah, maka harus KC Jember
mengikuti semua ketentuan menggunakan akad
yang ada dalam fatwa ijarah. ijrarah dan akad
wakalah yang
3) Dalam LKS menggunakan disertai surat kuasa

akad kafalah, maka harus
mengikuti semua ketentuan
yang ada dalam fatwa kafalah.

untuk pembiayaan
pendidikan,
kesehatan,
pernikahan,
khitanan, dan
travelling.
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No Kategori Fatwa Penerapan Kesesuaian
3 Objek ijarah 1) Objek ijarah adalah manfaat Objek ijarah yang Sesuai
dari penggunaan barang/jasa disediakan oleh
yang bisa dinilai dan dapat Bank BNI Syariah
dilaksanakan dalam kontrak. KC Jember berupa
manfaat atas jasa
2) Manfaat barang atau jasa harus  pendidikan,
bersifat dibolehkan. kesehatan,
pernikahan,
3) Kesanggupan memenuhi khitanan, travelling,
manfaat harus nyata dan sesuai  haji dan umrah yang
dengan syariah. dinyatakan secara
jelas dan rinci dalam
4) Manfaat harus dikenali secara  RAB (Rencana
spesifik untuk menghilangkan ~ Anggaran Biaya).
jahalah (ketidaksesuaian). .
5) Spesifikasi manfaat harus

dinyatakan dengan jelas jangka
waktunya.
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No Kategori Fatwa Penerapan Kesesuaian
4 Ujrah 1) Besar ujrah harus disepakati di ~ Ujrah pada Bank Sesuai
awal dan dinyatakan dalam BNI Syariah KC
bentuk nominal bukan dalam Jember ditentukan di
bentuk presentase. awal akad dalam
bentuk nominal.
2) Upah adalah sesuatu yang
dibayar nasabah kepada LKS Besarnya ujrah Sesuai
sebagai pembayaran manfaat. ditentukan oleh
Sesuatu yang dapat dijadikan Bank BNI Syariah
harga dalam jual beli, dapat pusat berdasarkan
dijadikan upah dalam ijarah. plafon pembiayaan,
namun dapat
3) Pembayaran upah boleh dilakukan negosiasi
berbentuk jasa (manfaat lain) dalam batas wajar,
dari jenis yang sama dengan yaitu pada batas
objek kontrak. equivalent rate.
4) Kelenturan menentukan upah

diwujudkan dalam ukuran
waktu, tempat dan jarak.
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No Kategori Fatwa Penerapan Kesesuaian
5 Ketentuan Biaya Biaya administrasi Tidak diatur
sebesar 1% dari
pokok pembiayaan.
Biaya pengelolaan Tidak diatur
rekening Rp.
2500/blIn
6 Ketentuan Denda Nasabah mampu yang menunda- Denda sebesar 24%  Sesuai dengan

nunda pembayaran dan atau tidak
mempunyai kemauan dan itikad
baik untuk membayar hutangnya
boleh dikenakan sanksi, dan sanksi
dapat berupa denda sejumlah uang
yang besarnya ditentukan atas dasar
kesepakatan.

per tahun ditentukan
dalam dokumen
akad pembiayaan
ijarah jasa dan
disepakati pada saat
akad dilaksanakan,
dan denda
diperuntukan untuk
kegiatan sosial.

fatwa tentang
sanksi atas
nasabah mampu
yang menunda-
nunda
pembayaran.
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No Kategori Fatwa Penerapan Kesesuaian
7 Pemenuhan Kewajiban Bank Kewajiban LKS sebagai pemberi Bank BNI Syariah Sesuai
BNI Syariah KC Jember dan manfaat jasa: KC Jember

Nasabah

1) Menyediakan barang yang
disewakan atau jasa yang
diberikan.

Kewajiban nasbah sebagai penerima

manfaat jasa:

1) Membayar sewa atau upah dan
bertanggung jawab untuk
menjaga keutuhan barang serta
menggunakannya sesuai akad
(kontrak);

2) Menanggung biaya
pemeliharaan barang yang
sifatnya ringan (tidak materil)

melaksanakan
kewajibannya untuk
menyediakan jasa
yang dibutuhkan
nasabah. Dan
nasabah
melaksankan
kewajibannya untuk
membayar ujrah dan
biaya pengolalaan
rekening yang
sifatnya ringan.

76



77

4.4 Perlakuan Akuntansi Pembiayaan multijasa Berdasarkan PSAK 107

Implementasi pembiayaan multijasa pada Bank BNI Syariah KC Jember
selain berpedoman pada fatwa tentang pembiayaan multijasa juga berpedoman pada
fatwa tentang pembiayaan ijarah. Hal ini mengindikasikan bahwa pembukuan
transaksi pembiayaan multijasa juga harus berpedoman pada PSAK tentang ijarah
yaitu PSAK 107. Penggunaan PSAK 107 disebabkan karena tidak adanya PSAK
khusus yang mengatur tentang akuntansi multijasa (Ramadhan dan Isfandayani,
2012).

Realitanya, seperti yang terpapar dalam struktur organisasi, pada Bank BNI
Syariah KC Jember tidak terdapat bagian akuntansi secara khusus, tetapi terdapat
penyelia operasioanal yang memiliki tugas untuk melakukan pembukuan transaksi.
Pembukuan transaksi tersebut akan diinput ke sistem EVO, yaitu sistem yang
mengotmatisasi pembukuan cabang ke pusat. Saudari Sinta selaku asisten penyelia
operasional mengemukakan:

“Di sini tidak bagian akuntansi dek, jadi tidak ada pencatatan jurnal
secara manual, tetapi hanya penginputan debit kredit by system EVO.
Jadi semua yang terinput oleh sistem ini, pusat juga akan
mengetahui.” (lampiran B.8)
Penginputan debit kredit seperti yang dikemukakan oleh saudari Santi di atas dalam
akuntansi disebut dengan jurnal. Berikut kajian komparatif perlakuan akuntansi

pembiayaan multijasa pada Bank BNI Syariah KLC Jember.

a. Pengakuan dan Pengukuran
1) Pada saat Realisasi Pembiayaan Multijasa
Substansi dari pembiayaan multijasa pada Bank BNI Syariah KC Jember
yaitu bank sebagai penyedia jasa bekerja sama dengan pihak yang menyediakan jasa
secara langsung untuk memenuhi kebutuhan nasabah berupa manfaat jasa.
Pembiayaan multijasa diakui ketika Bank BNI Syariah KC Jember telah merealisasi

pembiayaan multijasa, walaupun pada saat itu nasabah belum secara langsung
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menerima manfaat jasa (pendidikan, kesehatan, pernikahan, khitanan, dan travelling)
karena nasabah masih harus mewakili bank untuk melakukan transaksi pembelian
jasa ke pihak penyedia jasa. Pembiayaan multijasa tersebut diukur sebesar biaya
perolehan manfaat atas jasa yang diajukan oleh nasabah. Pernyataan tersebut
berdasarkan hasil wawancara dari saudari Sinta selaku asisten penyelia operasional:

“Pembiayaan multijasa diakui ketika bank telah mencairkan pembiayaannya.
Pengukurannya ya sebesar pembiayaan yang diajukan nasabah.” (lampiran
B.8)

Penginputan transaksi yang dilakukan Bank BNI Syariah KC Jember adalah:

Rekening Debit Kredit
Dr. Rekening Pembiayaan Multijasa XXX
Cr. Rekening Nasabah XXX

Transaksi pembiayaan multijasa seperti pendidikan, kesehatan, pernikahan,
khitanan, dan travelling berbeda dengan transaksi pembiayaan haji dan umrah.
Perbedaannya terletak pada tranaksi pembayaran uang muka. Dalam pembiayaan haji
dan umrah, nasabah harus membayar sejumlah tertentu uang muka pembiayaan.
Ketika transaksi tersebut terjadi, Bank BNI Syariah KC Jember tidak melakukan
penginputan khusus untuk akun Uang Muka Pembiayaan Multijasa, tetapi
pembukuan yang diinput sama dengan pembiayaan tanpa uang muka yaitu sbesar
pembiayaan bersih (harga jasa dikurangi uang muka). Sebagaiman yang dikemukakan
oleh saudari Sinta selaku asisten penyelia operasional:

“Uang muka ini diberikan untuk produk tertentu. Dek. Untuk
multiguna dan flexi tidak perlu uang muka, sedangkan untuk
pembiayaan umrah dan haji, nasabah harus membayar uang muka
sebagai tanda bukti bahwa nasabah tersebut benar-benar berniatan
untuk melaksanakan ibadah tersebut. Untuk penginputannya ya sama
sebesar pembiayaan yang diajukan nasabah.” (lampiran B.8)

PSAK 107 menjelaskan “objek ijarah diakui pada saat objek ijarah diperoleh

sebesar biaya perolehan”. Hal ini mengindikasikan bahwa perlakuan akuntansi yang
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diterapkan oleh Bank BNI Syraiah KC Jember sebagai penyedia jasa telah sesuai
dengan PSAK 107 mengenai ketentuan biaya perolehan objek ijarah. Sedangkan
untuk ketetuan uang muka pembiayaan tidak diatur dalam PSAK 107.

2) Pada saat Penerimaan Biaya dari Nasabah

Biaya-biaya yang timbul akibat transaksi pembiayaan multijasa pada Bank
BNI Syariah KC Jember yaitu biaya admistrasi, biaya akta notaris, dan biaya
asuransi. Biaya —biaya tersebut harus dibayar dimuka. Prakteknya, Bank BNI
Syariah KC Jember tidak mengakui biaya akta notaris dan biaya asuransi yang
dibayar nasabah karena biaya tersebut bukan merupakan biaya pemasukan ataupun
pendapatan bagi bank melainkan bagi pihakl yang berhak atas biaya tersebut, yaitu
pihak notaris dan lembaga asuransi. Sedangkan untuk biaya administrasi diakui oleh
bank keika biaya tersebut diterima dari nasabah dan menjadi pendapatan bagi Bank
BNI syariah KC Jember. Pendapatan administrasi tersebut diukur sebesar 1% dari
pokok pembiayaan. Sebagaimana pernyataan saudari Sinta selaku asisten penyelia
operasional:

“Untuk biaya administrasi yang sebesar 1% dari pokok pembiayaan
itu diakui sebagai pendapatan administrasi bank pada saat pendapatan
tersebut diterima.” (lampiran B.8)

Adapun penginputan atas tranaksi tersebut adalah:

Rekening Debit Kredit
Dr. Rekening Nasabah XXX
Cr. Pendapatan Administrasi XXX

Selain biaya dibayar dimuka di atas, terdapat biayab rutin yang harus dibayar
oleh nasabah setiap bulannya yang disebut dengan biaya pengelolaan rekening. Biaya
sebesar Rp 2.500 per bulan ini juga merupakan pendapatan bagi Bank BNI Syariah
dan diakui bersamaan dengan penerimaan pelunasan pokok + ujrah yang mendebit

rekening tabungan nasabah dan akan terkredit ke rekening pembiayaan multijasa.
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PSAK 107 menyebutkan beban/biaya yang timbul akibat transaksi ijarah,
yaitu:
a) Beban penyusutan diukur sesuai dengan kebijakan penyusutan untuk aset sejenis
selama umur ekonomis,
b) Biaya perbaikan objek ijarah merupakan tanggungan pemilik (bank) dan diakui
pada saat terjadinya.
Berdasarkan PSAK di atas, dalam transaksi pembiayaan multijasa pada Bank BNI
Syariah KC Jember tidak terdapat beban penyusutan karena objek yang disewakan
berupa jasa yang tidak dapat disusutkan. Selain itu, biaya perbaikan juga tidak timbul
dalam transaksi ini karena biaya perbaikan yang dimaksud yaitu biaya yang
dikeluarkan untuk memelihara objek ijarah berupa barang agar nasabah selalu dapat
menikmati manfaat dari barang tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa biaya-biaya
yang timbul akibat transaksi pembiayaan multijasa tidak di atur dalam PSAK 107
tentang ijarah.

3) Pada saat Penerimaan Pelunasan Pokok dan Ujrah

Pembiayaan multijasa yang diajukan oleh nasabah pada Bank BNI Syariah
KC Jember merupakan kewajiban bagi nasabah atas pembiayaan yang diberikan oleh
bank, sehingga nasabah harus melunasi kewajibannya secara berkala. Nasabah
melunasi kewajibannya tidak hanya membayar pokok pembiayaan, tetapi juga
membayar ujrah. Pelunasan pokok dan ujrah tersebut diakui ketika nasabah
membayar angsuran setiap bulan selama masa akad sebesar jumlah pokok, ujrah, dan

biaya pengelolaan rekening. Adapun penginputan otomatis atas terjadinya transaksi

ini adalah:
Rekening Debit Kredit
Dr. Rekening Nasabah XXX
Cr.Rekening Pembiayaan XXX
Multijasa
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Penginputan secara otomatis atas terjadinya transaksi pelunasan pokok dan
ujrah di atas, menunjukan bahwa bank tidak membedakan rekening pembiayaan
multijasa dengan rekening pendapatan ujrah. Pendapatan ujrah yang diterima oleh
Bank BNI Syariah KC Jember akan terakumulasi seluruhnya ke rekening pembiayaan
multijasa. Hall ini terjadi karena adanya sistem EVO yang mengotomatisasi
pentransferan angsuran dari rekening nasabah ke rekening pembiayaan multijasa.
Saudari Sinta selaku asisten penyelia operasional mengklarifikasi hal tersebut, ia
mengatakan:

“Karena disini menggunakan sistem debit kredit untuk pembukuan
transaksinya, jadi pokok + ujrah yang dibayar dari rekening tabungan
nasabah langsung masuk ke rekening pembiayaan multijasa. Jadi di
cabang tidak terdapat akun pendapatan ujrah sendiri, tetapi di pusat
ada. Pemdapatan ujrah tersebut secara akan secara otomatis terbaca
oleh Bank BNI Syariah pusat dari rekening pembiayaan multijasa.”
(lampiran B.8)

Selain pelunasan pada saat jatuh tempo seperti yang dijelaskan di atas,
nasabah juga dapat melunasi pinjamannya sebagian atau sebelum akhir periode. Jika
nasabah melunasi sebelim akhir periode, maka nasabah akan memperoleh diskon
pelunasan. Sama halnya dengan pendapatan ujrah, Bank BNI Syariah KC Jember
mengakui adanya diskon pelunasan pada saat terjadinya namun tidak menginput
transaksi untuk akun diskon tersebut, tetapi langsung mengurangi rekening

pembiayaan multijasa. Berikut perhitungan diskon pelunasan.

Sisa pinjaman XXX
Pelunasan sebelum jatuh tempo:

Sisa pokok + 3 x Margin + biaya penutupan rekening = XXX

Diskon pelunasan XXX

Sumber: Saudara Ginanjar selaku asisten penyelia pemasaran



82

Berdasarkan pemaparan dan penginputan transaksi diatas, basis pencatatan
yang digunakan untuk pendapatan ujrah yaitu cash basis karena Bank BNI Syariah
KC Jember melakukan pencatatan transaksi pada saat kas diterima dan bank tidak
mengakui adanya piutang pendapatan ujrah yang seharusnya diakui ketika ralisasi
pembiayaan multijasa. Jika dilakukan kajian secara komparatif dengan PSAK 107,
maka perlakuan akuntansi pendapatan ujrah Bank BNI Syariah KC Jember tidak
sesuai dengan PSAK 107 berikut.

a) Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset telah
diserahkan ke penyewa.
b) Piutang pendapatan sewa diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikanpada

akhir periode laporan.

4) Pada saat Penerimaan Denda

Bank BNI Syariah Cabang Jember menerapkan sanksin denda bagi nasabah
yang terlambat membayar angsurannya. Denda sebesar 2% per bulan dari nilai
tunggakan yang dialokasikan ke dana sosial/kebajikan ini diakui pada saat terjadinya
yaitu ketika denda diterima. Perlakuan akuntansi untuk denda tidak di atur dalam
PSAK 107. Adapun penginputan debit kredit atas transaksi ini yaitu

Rekening Debit Kredit
Dr. Rekening nasabah XXX
Cr. Rekening Dana Kebajikan XXX

b. Penyajian dan Pengungkapan

Bank BNI Syariah menggunakan sistem EVO agar aktivitas atau transaksi
pada Bank BNI Syariah cabang dapat terkontrol oleh Bank BNI Syariah Pusat.
Pengadaan sistem EVO ini menyebabkan pelaporan keuangan perusahaan dibuat oleh

pusat. Saudari Sinta selaku asisten penyelia operasional mengemukakan hal berikut:



83

“Seluruh transaksi kan langsung terinput ke sistem EVO, sehingga
laporan keuangan perusahaan akan dibuat oleh Bank BNI Syariah
pusat.” (lampiran B.8)
Hal senada juga dikemukakan olen Mas Daniel selaku asisten penyelia keuangan dan
umum:

“Pelaporannya disini terpusat dek, jadi kita dapat mengetahui kinerja
kita dari pusat.” (lampiran B.1)

Berdasarkan pernyataan dari kedua pihak di atas, peneliti memutuskan untuk

mengkaji penyajian dan pelaporan dari laporan keuangan Bank BNI Syariah Pusat.
PT Bank BNI Syariah menyajikan laporan keuangan berdasarkan ketentuan

yang disyaratkan pada PSAK 107 tentang Penyajian Laporan Keuangan. Pernyataan

ini sebagaimana yang dikemukakan oleh saudari Sinta:
“laporan keuangan yang dipublikasikan Bank BNI Syariah Pusat
Berdasarkan PSAK 101 dek.” (lampiran B.8)

Adapun penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK 101 adalah sebagai berikut.

1) Laporan posisi keuangan

2) Laporan laba rugi komprehensif

3) Laporan perubahan ekuitas

4) Laporan arus kas

5) Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil

6) Laporan sumber dan penggunaan dana zakat

7) Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan

8) Catatan atas laporan keuangan

Berikut penyajian akun yang terpengaruh dalam transaksi pembiayaan
multijasa berdasarkan Laporan PT Bank BNI Syariah Desember 2014 dan 2013
(Audit).
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1) Laporan Posisi Keuangan

PT Bank BNI Syariah melaporkan rekening pembiayaan multijasa pada
laporan posisi keuangan sebagai akun aset yang diperoleh untuk ijarah, karena salah
satu jenis ijarah yaitu ijarah multijasa. Aset yang diperoleh untuk ijarah disajikan
sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan ijarah berupa barang.
Selain rekening pembiayaan multijasa, rekening nasabah juga dilaporkan dalam
Ipaoran posoisi keuangan yang digolongkan sebagai liablitas Bank BNI Syariah.
Rekening nasabah tersaji ke dalam akun Tabungan Waidah dan tabungan
Mudharabah sesuai dengan akad yang disepakati oleh bank dan nasabah. Tabungan
Wadiah dan tabungan Mudharabah ini dinyatakan sebesar saldo tabungan nasabah di
bank. Sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh saudari Sinta:

“Pos-pos yang akan menjadi inputan dalam laporan posisi
keuangan selama transaksi pembiayaan multijasa ada rekening
pembiayaan multijasa dan rekening nasabah. Rekening
pembiayaan multijassa itu merupakan aset bank karena bank
memberikan pembiayaan, sedangkan rekening nasabah itu
tabungan dek. Nah, besarnya yang dilaporkan di laporan posisi
keuangan yaitu sebesar jumlah bersih dari masing-masing pos

itu.” (lampiran B.8)

PT Bank BNI syariah sebagai Bank BNI Syariah pusat menggunakan
basis pencatatan accrual basis, sehingga dengan basis pencatatan ini timbul akun
piutang pendapatan ijarah, namun Bank BNI Syariah cabang tidak mengakui adanya
piutang pendapatan ijarah tersebut. Piutang pendapatan ijarah yang di laporkan pada
Laporan Posisi Keuangan disajikan menjadi satu bagian dengan piutang pendapatan
produk lainnya pada akun Aset Lain-Lain sebesar piutang pendapatan ijarah bersih

untuk periode tersebut.

2) Laporan Laba Rugi Komprehensif
Pendapatan utama atas transaksi pembiayaan multijasa yaitu pendapatan
ujrah. PT Bank BNI Syariah melaporkan pendapatan ujrah pada akun pendapatan

dari ijarah dalam laporan laba rugi komprehensif. Pendapatan dari ijarah ini disajikan
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sebesar total pendapatan ijarah muntahiyah bittamlik dan pendapatan ijarah
multijasa, kemudian dikurangi beban penyusutan aset ijarah muntahiyah bittamlik.

Selain pendapatan ujrah, terdapat pendapatan operasional lainnya yang
juga menjadi pemasuikan PT Bank BNI Syariah dan dilaporkan dalam laporan laba
rugi komprehensif. Pendapatan yang termasuk dalam pendapatan opereasioanal
lainnya dan timbul akibat transaksi pembiayaan multijasa yaitu pendapatan
administrasi pembiayaan dan pendapatan administrasi layanan bank pendapatan
administrasi pembiayaan yang dinilai sebesar 1% dari pokok pembiayaan ini
disajikan sebesar nilai bersih yang diterima selama tahun tersebut, sedangkan
pendapatan administrasi layanan bank yang merupakan pemasukan dari biaya
pengelolaan rekening juga disajikan sebesar nilai bersih selama tahun tersebut.
Pernyataan tersebut dijelaskan oleh saudari Sinta, ia mengemukakan:

“Kalau di laporan laba rugi, pos pendapatan administrasi dan

pendapatan yang berasal dari biaya pengelolaan rekening itu

akan disajikan di pendapatan operasional lainnya, karena itu

bukan pendapatan utama bank. Untuk seluruh pos-pos

pendapatan yang ada dilaporan laporan laba rugi itu disajikan

sebesar jumlah bersihnya.” (lampiran B.8)
3) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

Laporan sumber dan penggunaan kebajikan pada PT Bank BNI Syariah
menunjukan sumber dan penggunaan dana kebajikan dalam jangka waktu tertentu
serta saldo dana kebajikan pada tanggal tertentu. Salah satu sumber dana kebajikan
yang akan disalurkan melaui Yayasan Hasanah Titik BNI Syariah yaittu dendsa.
Denda tersebut disajikan dalam komponen sumber dana keajikan sebesar jumlah
bersih yang diterima selama satu periode laporan (satu tahun). Penjelasan tersebut
bersumber dari hasil wawancara dengan saudari Sinta, ia mengemukakan:

“Denda itu bukan pendapatan bank, tetapi dialokasikan ke dana
kebajikan, misalnya ada penyantunan bagi kaum dhuafa. Untuk
Bank BNI Syariah sendiri penyalurannya melalui Yayasan
Hasanah Titik BNI Syariah.” (lampiran B.8)
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Lebih lanjut, saudari Sinta menjelaskan:
“Untuk pos rekening dana kebajikan yang berasal dari denda itu
akan dilaporkan di laporan sumber dana penggunaan dana
kebajikan dek.” (lampiran B.8)

Pengungkapan meliputi penyajian informasi rinci dalam laporan keuangan
yang dipaparkan dalam catatan atas laporan keuangan. Berdasarkan penjelasan
mengenai penyajian akun-akun yang terpengaruh dalam transaksi pembiayaan
multijasa di atas mengindikasikan bahwa dalam hal penyajian dan pengungkapan, PT
Bank BNI Syariah telah sesuai dengan PSAK 107 karena telah menyajikan seluruh

akun terkait secara neto dan mengungkapkan penjelasan yang signifikan.

Berikut Transaksi pembiayaan Multijasa

Tanggal 1 juni 2015, Tuan Andre mengajukan pembiayaan multijasa pada PT Bank
BNI Syariah KC Jember untuk pernikahan putrinya sebesar Rp 50.000.000. Tanggal
5 juni 2013 akad ijarah multijasa telah ditandatangani kedua belah pihak dengan

ketentuan sebagai berikut.

Jenis pembiayaan : Multijasa iB Hasanah (ijarah)
Pokok pembiayaan : Rp 50.000.000

Jangka waktu : 2 tahun

Angsuran per bulan : Rp 2.394.583*

Margin : Rp 7.469.992

Biaya administrasi : Rp 500.000

Biaya pengolahan rekening : Rp 2.500*

*Ketentuan Bank BNI Syariah

Berdasrkan transaksi di atas, pembukuan yang diinput oleh Bank BNI Syariah KC
Jember adalah sebagai berikut:
a) Pada saat akad telah disepakati dan dilanjutkan dengan resalisasi pembiayaan

tanggal 5 juni 2015.
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Rekening Debit Kredit
Dr. Rekening Pembiayaan multijasa Rp 50.000.000
Cr. Rekening Nasabah Rp 50.000.000

b) Pada saat penerimaan biaya administrasi tanggal 5 juni 2015.

Rekening Debit Kredit
Dr. Rekening Nasabah Rp 500.000
Cr. Pendapatan Administrasi Rp 500.000

c) Pembayaran angsuran paling lambat tanggal 25, dan angsuran pertama pada
tanggal 25 juni 2015.

Rekening Debit Kredit
Dr. Rekening Nasabah Rp 2.397.083
Cr. Rekening Pembiayaan Rp 2.397.083
Multijasa
Perhitungan:
Total Angsuran = Angsuran + Biaya pengolahan rekening
= Rp 2.394.583 + Rp 2.500
= Rp 2.397.083

Bila pada tanggal 25 Juni 2016, Tuan Andre melunasi seluruh pinjamannya, maka

transaksi akan terinput sebagai berikut

Rekening Debit Kredit
Dr. Rekening Nasabah Rp 25.936.250
Cr. Rekening Pembiayaan Rp 25.936.250
Multijasa

Perhitungan
Sisa pinjaman = Rp 2.397.083 x 12
= Rp 28.764.996
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Pelunasan sebelum akhir periode

= Sisa pokok + 3 x Margin + Biaya penutupan rekening
= Rp 25.000.000 + 3 x Rp 311.250 + Rp 2.500

= Rp 25.000.000 + 933.750 + Rp 2.500

= Rp 25.936.250

Diskon pelunasan = Sisa pinjaman — Pelunasan sebelum akhir periode
= Rp 28.764.996 — Rp 25.936.250
= Rp 2.828.746

d) Nasabah membayar angsuran bulan ke tiga pada tanggal 26 agustus, sehingga
nasabah harus membayar denda. Bank BNI Syariah KC Jember melakukan

penginputan sebagai berikut.

Rekening Debit Kredit
Dr. Rekening Nasabah Rp 2.445.064,66
Cr. Rekening Pembiayaan Rp 2.397.083
Multijasa
Cr. Rekening Dana Kebajikan Rp 47.981,66

Perhitungan:
Denda = 2% x Rp 2.394.583
=Rp 47.981,66



Tabel 4.4 Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Multijasa dengan PSAK 107 tentang Akuntansi ljarah

No Kategori PSAK 107 Perlakuan Akuntansi Kesesuaian
1 Pengakuan dan Pengukuran: Objek ijarah diakui pada saat objek  Pembiayaan multijasa ~ Sesuai
a. Realisasi pembiayaan ijarah diperoleh sebesar biaya diakui pada saat
multijasa perolehan terjadinya sebesar biaya

perolehan jasa, yaitu
sebesar jumlah
pembiayaan yang
diajukan oleh nasabah.

b. Penerimaan biaya dari Biaya administrasi Tidak diatur
nasabah diakui pada saat
terjadinya sebesar 1%
dari pokok
pembiayaan.
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No Kategori PSAK 107 Perlakuan Akuntansi Kesesuaian
1 c. Penerimaan pelunasan 1) Pendapatan sewa selama masa Pencatatan pelunasan Tidak sesuai
pokok dan ujrah akad diakui pada saat manfaat pokok m + ujrah
atas aset telah diserahkan ke menggunakan cash
penyewa. basis sehingga tidak
2) Piutang pendapatan sewa diukur  tercatat adanya piutang
sebesar nilai yang dapat pendapatan ujrah.
direalisasikan pada akhir periode
laporan.
d. Penerimaan denda Denda diakui pada saat ~ Tidak diatur

terjadinya sebesar 2%
per bulan dari nilai
tertunggak.
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No Kategori PSAK 107 Perlakuan Akuntansi Kesesuaian
2 Penyajian dan pengungkapan:
a. Penyajian Pendapatan ijarah disajikan secara ~ PT Bank BNI Syariah  Sesuai
neto setelah dikurangi beban-beban  menyajikan seluruh
yang terkait. akun terkait secara
neto.
b. Pengungkapan Pemilik mengungkapkan dalam Pengungkapan meliputi  Sesuai

laporan keuangan terkait transaksi

ijarah, tetapi tidak terbatas pada:

1) Penjelasan umum isi akad yang
signifikan;

2) Nilai perolehan untuk setiap
kelompok aset ijarah; dan

3) Keberadaan transaksi jual dan
ijarah (jika ada)

penyajian informasi
rinci dalam laporan
keuangan yang
dipaparkan dalam
catatan atas laporan
keuangan. PT Bank
BNI Syariah
mengungkapkan
penjelasan yang
signifikan mengenai
akun-akun yang terkait
dengan transaksi
pembiayaan multijasa.
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BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian komparatif dalam pembahasan yang dipaparkan
pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa bank Bank BNI syariah KC
Jember sudah cukup sesuai. Pembiayaan multijasa yang diteraapkan oleh bank BNI
Syariah KC jember menggunakan akad ijarah untuk pembiayaan umrah dan haji,
bank juga menerapkan akad tambahan untuk pembiayaan pendidikan, kesehatan,
pernikahan, khitanan, dan travelling yaitu akad wakalah. Akad wakalah yang
diterapkan oleh bank tetap berpegang pada akad ijarah karena disertai adanya surat
kuasa yang diberikan bank kepada nasabah. Berdasarkan penggunaan akad tersebut,
penerapan pembiayaan multijasa pada Bank BNI Syariah KC Jember telah
berpedoman dan sesuai dengan fatwa DSN No.44/DSN-MUI/VI11/2004 tentang
Pembiayaan Multijasa dan No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah
dalam hal pemenuhan rukun dan syarat ijarah, penggunaan akad ijarah, objek ijarah,
ketentuan ujrah, serta pemenuhan kewajiban bank dan nasabah.

Perlakuan akuntansi pembiayaan multijasa pada Bank BNI Syariah KC
Jember belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 107, karena adanya nsuatu sistem
EVO yang mengotomatisasi pembukuan cabang ke pusatsehingga basis pencatatan
yang digunakan cash basis. Pencatatan dengan cash basis menyebabkan Bank BNI
Syariah KC Jember tidak mengakui adanya piutang ujrah dan pendapatan ujrah diakui
pada saat kas diterima. Sedangkan dalam hal pengakuan dan pengukuran realisasi
pembiayaan multijasa (penentuan biaya perolehan objek ijarah) serta penyajian dan
pengungkapan pada laporan keuangan PT Bank BNI Syariah KC Jember telah sesuai
dengan PSAK 107.
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5.2 Keterbatasan
Keterbatasan dalam penelitian ini terletak pada hal-hal berikut.

a. Peneliti hanya dapat mewancarai dua informan eksternal (nasabah) pengguna
produk Flexi iB Hasanah dikarenakan adanya unsur kerahasiaan bank mengenai
data nasabah, sehingga nasabah yang dapat diwawancarai yaitu nasabah yang
memiliki relasi dengan pegawai Bank BNI Syariah KC Jember.

b. Penelitian ini hanya berfokus pada satu objek penelitian yaitu Bank BNI Syraiah
KC Jember, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan dengan bank syariah

lainnya.

5.3 Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian di atas, maka peneliti menyampaikan
beberapa saran agar dapat dilakukan penelitian dengan hasil yang lebih baik, antara
lain:

a. Peneliti selanjutnya yang tertarik melakukan penelitian sejenis, jika
dimungkinkan, peneliti dapat menambah informan eksternal (nasabah) minimal
tiga informan dari masing-masing pengguna produk pembiayaan multijasa, yaitu
produk Flexi iB Hasanah, Multiguna iB Hasanah, dan pembiayaan Haji iB
Hasanah sehingga hasil yang diperoleh lebih mendalam.

b. Peneliti selanjutnya dapat menambah objek penelitian pada bank syariah lain
sehingga tingkat generalisasinya lebih tinggi dan juga dapat dijadikan sebagai
bahan perbandingan.



